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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengantitikdiatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengantitikdibawah) 
خ Kha Kh kadan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengantitikdiatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy esdan ye 
ص ṣad ṣ es (dengantitikdibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengantitikdibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengantitikdibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengantitikdibawah) 
ع „ain  Apostrofterbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
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ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah   Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  
      
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah A A 
ِا Kasrah I I 
َ ا ḍammah U U 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥahdany 
   Ai a dan i 
 َو fatḥahdanwau Au a dan u 
 
Contoh: 
فيك : kaifa 
ل ىه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakatdan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
tanda 
Nama 
 َي… / َ ا …. Fatḥahdanalifatauy 
   Ā a dangaris di atas 
ي Kasrahdany  Ī i dangaris di atas 
و ḍammahdanwau Ữ u dangaris di atas 
Contoh: 
ت ام : m ta 
ًمر : ram  
ميق : qīla 
ت ىمي : yamūtu 
4. Tā’ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, danḍammah, transliterasinya adalah (t). 
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sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu di transliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭf l 
ةهض افنا ةىيدمنا : al-madīnah al-f ḍilah 
ةمكحنا  : rauḍah al-aṭf l 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﱠ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
اىبر : rabban  
اىيجو : najjain  
قحنا : al-ḥaqq 
معو : nu”ima 
ودع : „duwwun 
Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ـــــؠ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī  
Contoh: 
يهع : „Ali  bukan „Aliyyatau „Aly  
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يبرع : „Arabī  bukan „Arabiyyatau „Araby  
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 
 alif lam ma‟arifah   Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah mau pun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar( - ). 
Contoh : 
سمشنا : al-syamsu (bukanasy-syamsu) 
ةن زنازنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسهفنا : al-falsafah 
دلابنا : al- bil du 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof  „)  hanya  berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletah di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta‟murūna 
عىىنا : al-nau‟ 
ءيش : syai‟un 
ترما : umirtu 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
 Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur‟an  dari al-Qur‟ n , Alhamdulillah, dan munaqasyah  Namun, bila 
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 
ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
FīẒil l al-Qur‟ n 
Al-Sunnahqabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍ ilaih  frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
الله هيد dīnull h الله اب bill h 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jal lah, ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
 مهههنا ةمحر يف  hum fīraḥmatill h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
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capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap dengan huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-
). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wam  Muḥammadunill rasūl 
Inna awwalabaitinwuḍi‟alinn silallaẓī bi bakkatamub rakan 
Syahru Ramaḍ n al-lażīunzilafih al-Qur‟ n 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
AbūNaṣr al-Far bī 
Al-Gaz lī 
Al-Munqiż min al-Ḋal l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
Abū al-WalīdMuḥammadibnRusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad  bukan: Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammadIbnu) 
Naṣr Ḥ mid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥ mid  bukan: 
Zaīd, Naṣr Ḥ mid Abū . 
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B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥ nahūwata‟ l  
saw.  : ṣallall hu „alaihiwasallam 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imr n/3: 4 
HR  : Hadis Riwayat.  
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ABSTRAK 
 
Nama : Rahmatullah 
NIM : 10400113032 
Judul :Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang 
 Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Analisis 
 Pandangan Masyarakat dan KUA Kec. Pammana Kab.Wajo) 
 
  
 Skripsi ini membahas tentang efektivitas regulasi batas uisa nikah menurut 
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagai syarat perkawinan. Pokok 
permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu bagaimana analisis terhadap 
efektivitas regulasi batas usia nikah di KUA Kecamatan Pammana? Pokok 
masalah tersebut dijabarkan ke dalam submasalah yaitu: 1) Bagaimana 
implementasi regulasi batas usia nikah di KUA Kecamatan Pammana?, 2) Apa 
faktor penghambat implementasi regulasi batas usia nikah di Kecamatan 
Pammana?, 3) Bagaimana peran KUA Kecamatan Pammana dalam 
mengimplentasikan regulasi batas usia nikah?. 
 Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian field research kualitatif. 
Dengan pendekatan penelitian sosiologis dan syar‟i  Dalam pengumpulan data, 
penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik yang penulis 
gunakan dalam studi lapangan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tiga tahapan yaitu: 
reduksi data (seleksi data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini menujukkan bahwa implementasi 
perkawinan terhadap regulasi batas usia nikah di KUA Kecamatan Pammana 
dapat dikatakan kurang efektif, mengingat bahwa belum dilaksanakannya 
ketentuan batas umur untuk kawin dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 oleh masyarakat secara baik, yaitu dengan terbuktinya masih 
terdapat mempelai yang kawin pada usia yang belum mencukupi ketentuan batas 
umur. Faktor penghambat efektivitas regulasi batas usia nikah di KUA Kecamatan 
Pammana antara lain: faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor 
agama, faktor pendidikan, dan faktor budaya. Adapun upaya yang dilakukan oleh 
pihak KUA Kecamatan Pammana dalam menaggulangi efektivitas regulasi batas 
usia nikah adalah melakukan koordinasi kerja dengan setiap Kepala Desa/Kepala 
Dusun yang ada di wilayah kecamatan Pammana serta mengadakan sosialisasi, 
penyuluhan, dan bimbingan secara intensif pada masyarakat Kecamatan Pammana 
tentang efekivitas regulasi batas usia nikah menurut Undang-Undang. 
 Implikasi dari penelitian ini, diharapkan agar sebagai produk hukum 
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 atas pemberlakuan usia minimal 
bagi laki-laki dan perempuan dikaji ulang dan di evaluasi, sejauhmana 
efektivitasnya dalam mengatur masyarakat dalam perkawianan dan bagaimana 
respon masyarakat terhadap Undang-Undang tersebut. Di samping itu,  
pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku 
agar lebih tegas lagi dalam menerapkan peraturan dan meningkatkan 
pengawasannya dalam program tersebut, sehingga dapat berjalan sesuai yang 
diharapkan, KUA sebagai penyelenggara harus lebih intensif dalam 
mensosialisasikan tentang regulasi batas usia nikah yang telah ditetapkan Undang-
Undang. 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Pernikahan memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan 
bermasyarakat. Pernikahan merupakan gerbang awal untuk membentuk sebuah 
keluarga yang merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat. Keluarga yang 
merupakan unit terkecil dari masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami istri dan 
anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Tujuan pernikahan 
tidak terbatas pada hubungan biologis semata. Melangsungkan perkawinan ialah 
untuk saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan untuk mengadakan 
hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.
1
 
 Pernikahan memiliki tujuan yang lebih jauh dari itu, yaitu mencakup tuntunan 
hidup yang penuh kasih sayang sehingga manusia bisa hidup tenang dalam keluarga 
dan masyarakat. Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci, lahir dan batin 
antara laki-laki dan perempuan, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan syariat Islam.
2
 Untuk 
mencapai tujuan mulia dari perkawinan tentunya calon mempelai harus telah masak 
jiwa raganya sebelum melangsungkan perkawinan. Kematangan ini diharapkan dapat 
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan 
mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.   
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 Namun disisi lain, ada fenomena pernikahan di bawah umur cukup menarik 
menjadi perhatian berbagai kalangan, hal tersebut terjadi karena sebenarnya 
fenomena pernikahan di bawah umur seperti fenomena gunung es yang kelihatan 
sedikit diatasnya padahal dalam dataran faktanya sangat banyak terjadi di kalangan 
masyarakat Indonesia. 
 Pernikahan di bawah umur ini menimbulkan banyak masalah sosial dan di 
lain sisi juga menimbulkan masalah hukum. Kontroversi pernikahan di bawah umur 
memang menjadi perdebatan terutama berkenaan dari batasan usia minimal bagi 
seorang anak untuk menikah. Selama ini yang terjadi adalah persinggungan diantara 
dua sistem hukum, yaitu hukum islam dan hukum nasional terutama yang masing-
masing mengatur tentang pernikahan dan hak-hak atas anak sebagai pihak yang 
menjadi subjek dalam pernikahan tersebut. Kemampuan berpikir secara konseptual 
berdasarkan norma dan sistem nilai membuat peradaban manusia terus berkembang 
dengan pesat. 
 Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Quran atau Hadis 
Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Quran dan begitu pula ada 
hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.  Adapun 
Al-Quran adalah firman Allah swt. dalam QS ar-Ruum 30/ 21:  
                        
                       
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Terjemahnya: 
 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berpikir”.3 
  
 Sehubungan dengan ayat tersebut diatas, maka untuk mencapai tujuan 
tersebut, tentunya memerlukan kematangan didalam rumah tangga hingga 
kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman itu dapat terwujud dan penentuan batas 
minimum usia dalam perkawinan sangat penting karena secara tidak langsung 
mempengaruhi kualitas dalam kehidupan berumah tangga. Dari ayat ini dapat 
dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. 
Adapun hadist Nabi berbunyi: 
 َ  َاَوِْبا َُ ُلْاوِم َْ اََم وْسا ِنوَم َِ َاِو اربا َاوَرْعَم اَوَ :  ِ  ُلْووُسَر َلَاق :َلَاق ٍدُْوعْسَم ِنْبا ِنَع
 ُّضََغا ُهانَِاف ،ْج اوََز َيَْلف ُهَوب ُهوانَِاف َِ ْوو اصبِاب ِهوَْيَلَعف  َِْم وَْسَ َْ َوب ْنَم َو .ِجَْافْلِب ُنَصَْحاَو ِاََصِْلِب
ةعامجبا . ٌاَجِو 
 
Artinya: 
 
“Dari Ibnu Masud yang diridhai Allah padanya, bahwasanya Rasulullah SAW 
bersabda, “Wahai sekalian pemuda! Barang Siapa di antara kalian yang sudah 
sanggup berkeluarga maka hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih menjaga 
pandangan, dan memelihara syahwat (kemaluan), dan siapa yang belum sanggup 
(menikah), maka hendaklah ia berpuasa karena itu meredakan (syahwat).” (H.R 
Bukhari dan Muslim).
4
 
 
 Ada seperti persyaratan dalam hadis Nabi ini untuk melangsungkan 
perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan 
untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa. Bagi orang yang 
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telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan 
tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak bisa kawin maka hukum melakukan 
bagi orang tersebut adalah wajib.
5
 
 Dalam kaitannya dengan pola dan tingkat peradaban manusia itu, terdapat 
suatu kondisi pada diri manusia yang selalu dikaitkan dengan kualitas mental dan 
kematangan pribadi, kondisi tersebut tidak lain adalah kedewasaan. 
 Kedewasaan selalu menjadi ukuran dalam setiap tindakan dan tanggung jawab 
yang diemban, sehingga kedewasaan menjadi faktor yang sangat penting dalam setiap 
interaksi sosial, baik yang menimbulkan akibat hukum maupun yang hanya sebatas 
dalam ruang lingkup hubungan masyarakat. 
 Hampir dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan selalu menjadi ukuran 
tangung jawab dari sebuah perbuatan. Hal ini karena hanya seseorang yang telah 
dewasa saja yang dianggap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara 
sempurna. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan 
kualifikasi pada perbuatan yang pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh mereka 
yang telah dewasa. Misalnya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa 
salah satu syarat sahnya perjanjian adalah jika subjek hukumnya cakap bertindak, 
pengertian cakap bertindak berhubungan erat dengan arti kedewasaan, karena 
menurut Pasal 1330 angka 1 KUHPerdata orang yang tidak cakap bertindak itu salah 
satunya adalah mereka yang belum dewasa. 
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 Dalam hukum perkawinan juga disyaratkan adanya batas kedewasaan 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 
1974 bahwa: 
”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) 
tahun.
6
 
 
 Dalam membahas tentang kedewasaan, tidak bisa dibatasi dengan satu atau 
dua bidang keilmuan saja, namun terpaksa kita harus melakukan pengkajian-
pengkajian secara interdisipliner karena kedewasaan sendiri dipergunakan oleh 
hampir semua bidang ilmu sosial, diantaranya adalah ilmu sosiologi, ilmu hukum, 
ilmu politik, ilmu ekonomi bahkan dalam ilmu agama pun persoalan kedawasaan 
menjadi hal yang prinsip dan menentukan. Dalam lapangan ilmu hukum sendiri 
kedewasaan dapat menentukan keabsahan dari suatu perbuatan hukum. Seseorang 
yang belum dewasa dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri 
dihadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang 
tua/walinya. Keanekaragaman dalam menentukan batas usia kedewasaan diakibatkan 
oleh tidak adanya patokan yang dapat digunakan secara akurat untuk menentukan 
batas kedewasaan manusia. 
 Melaksanakan suatu pernikahan diperlukan persyaratan tertentu dan kesiapan  
yang cukup bagi kedua mempelai seperti kedewasaan fisik dan mental, kesamaan 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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pandangan hidup dan agama serta berbagai aspek lainnya seperti kesehatan, kejiwaan, 
dan kedewasaan dalam menghadpi setiap persoalan dalam rumah tangga.
7
 
 Usia dan tindakan perkawinan bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan. 
Namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan sendiri merupakan 
suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berpikir 
dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang 
secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja 
sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan karena 
kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia. Tidak semua peraturan 
perundang-undangan menyebutkan secara tegas tentang batas kedewasaan. Namun, 
dengan menentukan batasan umur bagi suatu perbuatan hukum tertentu, maka 
sesungguhnya faktor kedewasaanlah yang sedang menjadi ukuran. Misalnya dalam 
beberapa undang-undang hanya mencantumkan batasan umur bagi mereka yang 
disebut anak, sehingga di atas batas umur tersebut harus dianggap telah dewasa, atau 
undang-undang membolehkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu 
setelah melampaui batas umur yang ditentukan. Semua pengaturan tersebut pada 
akhirnya tertuju pada maksud dan pengertian tentang kedewasaan.  
  Batas usia nikah sebagai syarat suatu perkawinan memang telah diatur dalam 
Undang-Undang, namun yang menjadi pokok permasalahannya adalah apakah aturan 
yang telah dibuat tersebut sudah efektif sehingga bisa relevansi dengan keadaan 
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masyarakat, sehingga tujuan dari pada pembuatan aturan tersebut dapat diaplikasikan 
sebagaimana mestinya. 
 Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan 
mengkaji masalah regulasi nikah terhadap batas usia, dengan judul: “Efektivitas 
Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai 
Syarat Perkawinan (Studi Analisis Pandangan Masyarakat dan KUA Kecamatan 
Pammana Kabupaten Wajo)”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
 Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada efektivitas regulasi 
batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat 
perkawinan (studi analisis pandangan masyarakat dan KUA Kecamatan Pammana 
Kabupaten Wajo). 
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan fokus penelitian dari uraian sebelumnya, agar tidak terjadi 
kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitia ini, maka penulis 
akan memaparkan pengertian beberapa variabel yang di anggap penting. 
 Efektivitas adalah dia ditugasi untuk memantau.
8
 Menurut Para ahli 
pengertian efektifitas  berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian 
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas 
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selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang 
sesungguhnya ingin dicapai. 
 Regulasi adalah pengaturan.
9
 Secara lebih lengkap regulasi merupakan cara 
untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan 
tertentu. 
 Usia Nikah adalah usia yang dianggap cocok secara fisik dan mental untuk 
kawin.
10
 
C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang pada uraian sebelumya, maka yang menjadi pokok 
permasalahan yaitu bagaimana “Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Analisis 
Pandangan Masyarakat dan KUA Kecamatan Pammana”. 
 Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sub masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana efektivitas regulasi batas usia nikah di KUA Kecamatan 
Pammana? 
2. Faktor apa saja yang menghambat efektivitas regulasi batas usia nikah di 
KUA Kecamatan Pammana?  
3. Bagaimana upaya yang dilakukan KUA untuk menanggulangi efektivitas 
regulasi batas usia nikah? 
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D. Kajian Pustaka 
 Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan 
mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis teliti yang 
mungkin belum pernah diteliti oleh penelti yang lain, sehingga tidak ada pengulangan 
penelitian secara mutlak dan plagiasi. 
 Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah efektivitas regulasi batas 
usia nikah dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagai syarat perkawinan, 
agar nantinya  pembahasan ini fokus pada pokok kajian maka peneliti dilengkapi 
dengan beberapa literatur diantaranya sebagai berikut: 
 Dalam buku “Hukum Islam di Indonesia”, yang ditulis oleh Ahmad Rofiq. 
Buku ini memberikan tentang batasan usia minimal kawin dalam KHI dan 
memberikan pemaparan tentang bagaimana pandangan Islam terhadap ketentuan 
umur untuk menikah. 
 Sedangkan menurut Mahmouddin Sudin sebagaimana yang telah dikutip oleh 
A. Rahmat Rasyadi dalam tulisannya yang berjudul “Islam dan Penundaan Usia Ideal 
Untuk Melangsungkan Perkawinan”, menurutnya Allah tidak memberikan ketentuan 
kapan usia yang baik dan ideal bagi seseoran untuk melangsungkan perkawinan, 
karena hal demikian bukan merupakan urusan Allah tetapi termasuk urusan manusia 
dalam menyelesaikan problematika hidupnya. 
 Helmi Karim juga pernah membahas tentang usia untuk melangsungkan 
perkawinan yaitu dalam artikelnya yang berjudul “Kedewasaan Untuk Menikah”, 
menurutnya agama Islam secara eksplisit tidak pernah mengharuskan kedewasaan 
sebagai salah satu syarat atau rukun nikah, namun secara implisit terkandung suatu 
10 
 
ajaran bahwa bagi siapa saja yang memasuki kehidupan rumah tangga hendaknya 
telah memiliki kematangan baik secara fisik maupun mental. 
 Skripsi yang ditulis oleh Elly Surya Indah yang berjudul “Batas Minimal Usia 
Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab dan UU Nomor 1 Tahun 1974”. Dalam 
skripsi ini penyusun lebih menekankan pembahasan tentang bagaimana usia 
perkawinan yang diberikan oleh fiqh empat mazhab dan UU Nomor 1 Tahun 1974 
yang sama-sama memiliki peran yang sangat vital dalam hukum perkawinan di 
Indonesia. 
 Tahir Maloko dalam bukunya yang berjudul “Dinamika Hukum dalam 
Perkawinan”, mengemukakan bahwa dalam menjalin sebuah ikatan perkawinan harus 
berlandaskan kepada syarat dan rukun dalam perkawinan agar tercapai perkawinan 
yang sesuai dengan Tuhan yang maha Esa. 
 M. Fauzil Adhim dalam bukunya yang berjudul “Indahnya Pernikahan Dini”, 
mengemukakan bahwa menyegarakan pernikahan merupakan perkara yang baik dan 
penuh kemaslahatan, tetapi tergesah-gesah dalam menikah dapat menimbulkan 
keburukan. 
 Muhammad Saleh Ridwan dalam bukunya yang berjudul “Keluarga Sakinah 
Mawaddah Warahmah”, mengemukakan bahwa dalam suatu perkawinan hal yang 
paling utama untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah ialah dimulai 
dengan pengembangan karakter anak yang dimulai dari keluarga. Dan dalam buku ini 
membahas tentang cara untuk membentuk keluarga yang baik sesuai dengan syarta-
syarat yang telah ditetapkan. 
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 Dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan judul yang 
sama tetapi terdapat sedikit pembahasan yang sama. Penelitian ini mengambil 
pembahasan yang berbeda mengenai efektifitas regulasi batas usia nikah dalam 
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagai syarat perkawinan, hal inilah yang 
salah satu membedakan penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari penelitian ini sehingga akan lebih terarah serta dapat 
mengenai sasarannya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini untuk :  
1. Mengetahui efektivitas regulasi batas usia nikah di KUA Kecamatan 
Pammana. 
2. Mengetahui faktor penghambat efektifitas regulasi batas usia nikah di KUA 
Kecamatan Pammana. 
3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh KUA dalam menanggulangi 
perkawinan yang tidak sesuai dengan regulasi batas usia nikah. 
2. Kegunaan Penelitian 
Sedangkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari 
segi praktis maupun dari segi teoritis: 
a. Kegunaan Teoritis 
 Diharapkan mampu memberikan sumbangan khasanah keilmuan keagamaan 
khususnya di bidang munakhahat. Menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat 
dalam Hukum Islam tentang pernikahan guna mewujudkan keluarga sakinah, 
mawaddah, dan warahmah. Mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya pada 
12 
 
bidang fiqih munakhahat dalam memberikan respon terhadap bagaimana sepatutnya 
regulasi batas usia nikah yang di terapkan di masyarakat. 
b. Kegunaan Praktis 
 Diharapkan mampu memberikan imformasi dan nilai tambah, terhadap 
pembaca dan para peneliti selanjutnya, terkait dengan efektivitas aturan batas regulasi 
nikah sebagai syarat perkawinan. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Perkawinan 
    1. Pengertian Perkawinan 
 Sudah merupakan sunnatullah, hukum alam di dunia ini, bahwasanya 
perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. 
Perkawinan merupakan salah satu persoalan yang disenangi oleh syariat agama dan 
sangat menganjurkannya, karena dapat menjauhkan individu dan masyarakat dari 
berbagai kerusakan, serta dapat mendatangkan kemaslahatan untuk mencapai 
kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
1
 
 Menurut Abd. Kadir Ahmad, bahwa perkawinan dalam istilah agama adalah 
nikah yaitu melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri seorang 
laki-laki dan wanita untuk untuk menghalalkan hubungna kelamin antara kedua belah 
pihak dengan dasar sukarela. Keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu 
kebahagiann hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman 
dengan cara-cara yang diridhai Allah swt.
2
 
 Sedangkan Mahmud Yunus berpendapat bahwa perkawinan adalah aqad 
antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh 
syariat.
3
 
                                                             
 1 Zainuddin bin Abdul al-Malibari, Terjemahan Fathul Mu’in jilid.2 (Cet. 1; Bandung: Sianar 
Baru ALgesindo,1994) h. 1154. 
 
2
 Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, h. 17. 
 
3
 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam,  (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1985), 
h. 1. 
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` 
 Perkawinan merupakan ikatan yang kuat yang bertujuan membina dan 
membentuk terwujudnya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagi 
suami istri dalam kehidupan berkeluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat 
Islam.
4
 
 Menurut pendapat Ulama Mazhab mengemukakan bahwa : 
a. Ulama Hanafiyah mengatakan perkawinan sebagai aqad yang berguna untuk 
memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai 
perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan 
kebahagiaan. 
b. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah aqad dengan 
menggunakan lafaz nikah atauzauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan 
pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari 
pasangannya. 
c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah aqad yang mengandung 
arti mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan harga. 
d. Ulama Hambali menyatakan bahawa perkawinan adalah aqad dengan 
menggunakan lafaz inkah atau tazwij untuk mendapat kepuasan dari seorang 
perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian diatas terdapat kata-kata yang 
mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui aqad nikah.
5
 
                                                             
 4 Satria Effendi ,  Problematika Hukum Keluarga Kontemporer (Jakarta: Predana Media 
Grup, 2010),  h. 29 
 
5
 Boedi Abdullah, Cs, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, (Bandung: Pustaka Setia, 
2013), h. 18. 
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 Di dalam Al-Qur’an Allah mengatakan  bahwa perkawinan itu adalah salah 
satu sunnatullah, hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri 
segala makhluk termasuk manusia. Oleh karena itu, semua makhluk Tuhan baik 
hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia dalam kehidupannya ada perkawinan. 
Adapun perintah Allah dalam Al-Qur’an untuk melangsungkan perkawinan adalah 
QS. Al-Furqan (25): 74 Allah berfirman: 
                         
      
Terjemahnya: 
“Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami 
isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan 
jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.6 
 
 Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu 
sunnatullah yang berlaku pada semua mahluk Tuhan terutama baik pada manusia. 
Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk 
beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing 
pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan 
perkawinan. Begitu banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang menerangkan tentang 
perkawinan agar kita sebagai umatnya mau melangsungkan perkawinan. Karena 
perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi oleh Allah dan Nabi untuk 
dilaksanakan. 
                                                             
 
6
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 366. 
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 Berkaitan dengan pemahaman konsep di atas, dalam hal ini penulis mengutip 
pengertian yang diberikan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa: 
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.7 
 
 Dengan demikian nampak bahwa definisi ini tidak hanya membolehkan 
terjadinya hubungan seksual, namun lebih jauh definisi ini juga menyiratkan bahwa 
perkawinan mengandung aspek hukum, yang dalam hal ini pelaku perkawinan 
dihadapkan kepada tanggung jawab serta hak-hak yang dimilikinya, suatu kewajiban 
untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa kasih sayang menuju 
cita-cita bersama. 
 Dari beberapa pengertian yang berhubungan dengan perkawianan tersebut, 
maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Perkawinan pada dasarnya dalah sunnatullah yang berlaku pada semua mahluk 
Allah swt. 
2. perkawinan pada manusia merupakan salah satu perintah agama kepada laki-laki 
dan perempuan yang mampu untuk melangksungkannya. 
3. perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang 
wajar, dan dalam ajaran nabi perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau. 
4. perkawinan adalah aqad antara seorang calon mempelai pria dengan mempelai 
wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk menghalalkan 
                                                             
 
7
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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` 
percampuran antara keduanya, tolong menolong serta pemenuhan hak dan 
kewajiban masing-masing. 
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 
 Tujuan Perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk 
agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahterah, adan bahagia. 
Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahterah 
artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan 
hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahgaiaan, yakni kasih sayanga antar 
anggota keluarga.
8
 
 Tujuan tentang dilaksanakannya perkawinan dapat didasarkan pada 
pemahaman terhadap sejumlah nas (ayat al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad 
SAW) yang memang mengisyaratkan tentang tujuan dilaksanakannya perkawinan. 
Adapun nas al-Qur’an yang menjelaskan tentang tujuan-tujuan perkawinan antara 
lain: al-Baqarah (2): 18 dan 223, an-Nisa’ (4):1, 9, dan 24, an-Nahl (16): 72, al-
Mu’minun (23): 5-7, an-Nur (24): 33, ar-Rum (30): 21, asy-Syura (42):11, al-Ma’arij 
(70): 29-31, dan at-Tariq (86): 6-7. Paling tidak dari seluruh nas tersebut di atas, 
terkandung lima tujuan umum perkawinan. 
 Ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan bagi umat Islam. Di 
antaranya adalah: 
1. Untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah SWT. Ibadah adalah mengabdikan 
semu a perilaku hidup kepada Allah SWT semata sebagai bentuk ketaatan seorang 
hamba kepada-Nya. Ibadah merupakan esensi dari tujuan manusia menjalani bentuk 
                                                             
 
8
 Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 22. 
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` 
kehidupan di dunia sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Hal tersebut 
sejalan dengan firman Allah SWT QS. Az-Zariyat 51/ 56: 
               
Terjemahnya: 
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku”.9 
2. Untuk memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah. 
 Pada hakekatnya tujuan utama disyariatkannya perkawinan adalah untuk 
memperoleh kehidupan yang tenang (ketenangan, cinta dan kasih sayang. Tujuan ini 
dapat dicapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat dipenuhi. Dengan 
ungkapan lain bahwa dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi 
kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah, dengan sendirinya insya Allah 
tercapai pula ketenangan, cinta, dan kasih sayang.
10
 
 Adapun tentang tujuan ini didasarkan pada firman Allah SWT QS. Ar-Rum 
30/ 21: 
                          
                
 
Terjemahnya: 
 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
                                                             
 9 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 862. 
 
10
 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I (Cet. II; Yogyakarta: Academia, 2003), h. 38. 
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` 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir.”11 
 
 Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna seiring dengan terpenuhinya tujuan 
lain. Dengan ungkapan lain, beberapa tujuan lain merupakan pelengkap untuk 
memenuhi tujuan utama ini. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi 
kebutuhan biologis, tujuan menjaga kesucian, dan ibadah sendiri insya Allah tercapai 
pula ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang. 
3. Untuk memperoleh keturunan (reproduksi/regenerasi) 
 Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. An-Nahl 16/ 72: 
                          
                          
 
Terjemahnya: 
“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan 
bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu 
rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil 
dan mengingkari nikmat Allah?".
12
 
 
 Nash di atas menunjukkan pentingnya tujuan reproduksi agar tercipta umat 
Islam yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga berjumlah banyak kelak di kemudian 
hari. 
 Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat Islam bahkan 
juga makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. Untuk maksud itu Allah SWT 
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 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 406. 
 
 
12
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 274. 
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` 
menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari 
pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi 
saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui 
lembaga perkawinan.
13
 
4. Untuk memenuhi kebutuhan biologis. 
 Tentang tujuan perkawinan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan 
biologis ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah 2/ 223: 
                              
              
Terjemahnya: 
“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka 
datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. 
dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah 
dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar 
gembira orang-orang yang beriman.”14 
 
 Maksud dari al-Qur’an menggunakan kata “ladang” (tempat bercocok tanam) 
untuk menunjukkan istri dimaksudkan agar istri dijaga dan dirawat dengan baik 
sehingga memberikan harapan yang baik dan kepuasan bagi yang memilikinya.
15
 
5. Menjaga Kehormatan. 
 Akan halnya dengan tujuan dari perkawinan, untuk menjaga kehormatan 
dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Tujuan ini tersirat di 
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` 
samping dalam ayat-ayat yang ditulis ketika mengutarakan tujuan pemenuhan 
kebutuhan biologis (seksual).
16
 
 Dengan demikian, menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan 
tujuan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya, di samping untuk memenuhi 
kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan.
17
 Apabila 
perkawinan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang; laki-laki atau 
perempuan dapat saja mencari pasangan/ lawan jenisnya lalu melakukan hubungan 
badan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Tetapi dengan melakukan itu dia akan 
kehilangan kehormatan. Sebaliknya, dengan perkawinan kedua kebutuhan tersebut 
dapat dipenuhi, yakni kebutuhan biologisnya terpenuhi demikian juga kehormatan 
terjaga. 
 Adapun tujuan perkawinan menurut Imam Al-Ghazali dalam Ilhyanya tentang 
faedah melangsungkan perkawinan, antara lain sebegai berikut: 
1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. 
2. Memenuhi hajat manusia untuk  menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan 
kasih sayangnya. 
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan keusakan. 
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hakdan 
kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang 
halal. 
                                                             
 16 Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I), h. 42. 
 17 Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I), h. 43. 
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5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar 
cinta dan kasih sayang.
18
 
 Perlu ditekankan bahwa mestinya seluruh tujuan ini menjadi satu kesatuan 
yang utuh tidak dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, kalau ada ketimpangan dari salah 
satu, meskipun secara lahir tujuan perkawinan tercapai misalnya dapat melahirkan 
keturunan, tetapi boleh jadi tujuan pemenuhan kebutuhan seksual tidak dapat tercapai 
secara maksimal. 
 Menurut Amir Syarifuddin, hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan 
itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara’ 
dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.
19
 
 Sedangkan Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu 
banyak antara lain: 
1. Dengan perkawinan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, 
maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan 
yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. 
Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus 
dilestarikan sampai benar-benar makmur. 
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah 
tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya 
ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus 
ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah 
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disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia 
semakin makmur. 
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia 
masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan. 
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. 
Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi 
sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri 
berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi 
kesejahteraan. 
5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa girah (kecemburuan) untuk menjaga 
kehormatan dan kemuliannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh 
syahwat apa yang tidak dihalalkan untuknya. 
6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat 
faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. 
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan 
pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak. 
8. Manusia jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang 
mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya.
20
 
 Selain hikmah-hikmah di atas, as-Sayyid Sabiq menyebutkan pula hikmah-
hikmah yang lain, sebagai berikut: 
1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya 
menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, 
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maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau, dan menerobos 
jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan 
sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. 
2. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, 
memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab 
yang oleh Islam sangat diperhatikan. 
3. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana 
hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaanperasaan ramah, cinta dan 
sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan 
seseorang. 
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan 
menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan 
pembawaan seseorang. 
5. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi dan mengatur rumah 
tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batasbatas tanggung 
jawab antara suami istri dalam menangani tugastugasnya. 
6. Dengan perkawinan, di antaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, 
mempertegas kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan 
kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang.
21
 
3. Rukun dan Syarat Perkwianan 
 Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak 
keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika 
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Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat 
(misaqan galizan) untuk menaati perintah Allah SWT, dan menjalankannya 
merupakan ibadah. Oleh karena itulah, maka perkawinan yang penuh dengan nilai 
dan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah, dan rahmah, perlu diatur syarat dan rukun tertentu agar tujuan 
disyariatkannya perkawinan tercapai. 
 Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun 
perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut tentang syarat-syarat 
perkawinan mengikuti rukun-rukunnya seperti dikemukakan Kholil Rohman, 
sebagaimana yang dikutip Ahmad Rofiq:
22
 
1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya: 
a. Beragama Islam 
b. Laki-laki 
c. Jelas orangnya 
d. Dapat memberikan persetujuan. 
e. Tidak terdapat halangan perkawinan. 
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya: 
a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani 
b. Perempuan 
c. Jelas orangnya 
d. Dapat dimintai persetujuannya. 
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` 
e. Tidak terdapat halangan perkawinan. 
3. Wali nikah, syarat-syaratnya: 
a. Laki-laki 
b. Dewasa 
c. Mempunyai hak perwalian 
d. Tidak terdapat halangan perwaliannya 
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya: 
a. Minimal dua orang laki-laki 
b. Hadir dalam ijab qabul 
c. Dapat mengerti maksud akad 
d. Islam 
e. Dewasa 
5. Ijab dan Qabul, syarat-syaratnya: 
a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
b. Adanya penerimaan dari calon mempelai pria 
c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij 
d. Antara ijab dan qabul bersambungan 
e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 
f. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam haji/umrah 
g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon 
mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua 
orang saksi. 
27 
 
` 
 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang 
syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6:
23
 
1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 
tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. 
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia dalam 
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin maksud ayat (2) pasal 
ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang 
mampu menyatakan kehendaknya. 
4) Dalam kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu 
untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang 
memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 
keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 
menyatakan kehendaknya. 
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 
(2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak 
menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal 
orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut 
dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam 
ayat (2), (3), dan (4) pasal ini. 
6)  Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang 
bersangkutan tidak menentukan lain. 
 
4.  Dasar Hukum Perkawinan 
 Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang 
membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak 
dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah 
boleh atau mubah.
24
 Akan tetapi dengan melihat kembali bahwa perkawinan adalah 
sunnah Allah SWT dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum 
asal perkawinan itu hanya mubah saja. Dalam menetapkan hukum asal suatu 
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` 
perkawinan, di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Jumhur ulama 
berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah.
25
 Pendapat jumhur ulama 
ini didasarkan atas begitu banyaknya baik perintah Allah SWT maupun Rasulullah 
SAW untuk melangsungkan perkawinan. 
 Secara umum hukum untuk melangsungkan dapat dibedakan ke dalam lima 
macam, yaitu: 
 Pertama, perkawinan wajib (az-zawaj al-wajib), yaitu perkawinan yang harus 
dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah 
tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya 
akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan.
26
 Alasan 
keharusan untuk menikah ini adalah sebagai upaya untuk menjaga kehormatan dan 
kemungkinan dari berbuat zina dan satu-satunya cara untuk menghindarkan dari 
perzinaan adalah dengan melangsungkan perkawinan. 
 Kedua, perkawinan yang dianjurkan (al-zawaj al-mustahab), yaitu 
perkawinan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan 
perkawinan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk 
menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina.
27
 
 Ketiga, perkawinan yang kurang/tidak disukai (al-zawaj al-makruh), yaitu 
jenis perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya 
hidup meskipun memiliki nafsu biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis 
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` 
meskipun memiliki kemampuan ekonomi; tetapi ketidakmampuan biologis atau 
ekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya istri. 
 Keempat, perkawinan yang dibolehkan (al-zawaj al-mubah), yaitu 
perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau 
yang menghalang-halangi.
28
 Perkawinan seperti inilah yang umum terjadi di tengah-
tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar 
atau hukum asal dilakukannya perkawinan. 
B.  Regulasi Batas Usia Nikah 
1. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam 
 Terkait batas usia perkawinan menurut pandangan hukum Islam (fiqh) 
terdapat berbagai macam pendapat. Sebagaimana diketahui bahwa kebolehan 
menikahkan anak di usia 6 tahun (belum baligh) berdasarkan dalil hadis dari Aisyah 
yang diriwayatkan oleh Muslim:
29
 
“Dari Aisyah bahwasannya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi 
menggaulinya dalam usia sembilan tahun.” 
 
 Sebagian Ulama memahami hadis ini secara tekstual, sehingga menurut 
mereka, akad bagi anak yang berusia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara 
fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Tetapi pernikahannya baru 
sebatas akad saja dan belum digauli (berkumpul). Sebagian lagi memahami hadis ini 
secara kontekstual, dimana hadis ini hanya sebagai berita (khabar) dan bukan doktrin 
yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan, karena bisa jadi di daerah Hijaz pada 
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` 
masa Rasulullah, umur Sembilan tahun atau di bawahnya dikatakan sudah dewasa. 
Sebagai khabar atau isyarat hadis ini tidak menunjukkan perintah untuk 
melaksanakan perkawinan pada usia 6 tahun, sebagaimana pernikahan Rasulullah 
dengan Asiyah r.a.
30
 
 Pemahaman istilah baligh bersifat relatif berdasarkan kondisi sosial dan 
kultur, sehingga ketentuan tentang dewasa dalam usia perkawinan para ulama 
madzhab berbeda pendapat baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan 
tanda-tanda fisik lainnya. 
 Menurut pendapat Ulama Mazhab mengemukakan bahwa :
31
 
 Pertama, golongan Syafiiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa masa dewasa 
seorang anak itu dimulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima tanda-
tanda kedewasaan seseorang ditandai dengan datangnya haid bagi anak perempuan 
dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya 
pada setiap orang, sehingga kedewasaan seseorang ditentukan dengan standar umur. 
Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan 
dengan akal. Dengan adanya akal ditentukan taklif dan adanya hukum. 
 Kedua, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa cirri kedewasaan itu 
datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan. 
 Ketiga, Imam Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ketika 
berumur 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan. 
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 Keempat, Mazhab Ja’fari berpendapat bahwa seseorang dipandang telah 
dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-
laki dan 9 tahun bagi perempuan, mazhab ini juga memandang bahwa seorang wali 
boleh mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. 
 Dari perbedaan pendapat tersebut diatas, bahwa pendapat Imam Abu 
Hanifahlah yang memberikan batasan usia tertinggi dibandingan pendapat lainnya, 
dan pendapat inilah yang dijadikan rujukan dalam perundang-undangan perkawinan 
di Indonesia. 
 Masalah perkawinan disamping termasuk masalah ibadah (ubudiyah), juga 
termasuk masalah hubungan antar manusia dengan manusia (mua’malah), yang 
dalam agama hanya diatur dalam bentuk-bentuk prinsip umum (universal) saja. Oleh 
karena itu, masalah kedewasaan atau batasan umur menikah harus dipahamai sebagai 
masalah ijtihādiyyah, sehingga memungkinkan untuk melakukan pemahaman dan 
kajian lebih dalam terhadap persoalan–persoalan yang berhubungan dengan batas usia 
perkawinan, sesuai dengan situasi dan kondisi dimana dan kapan aturan itu 
ditetapkan.
32
 
 Berkaitan dengan batas usia perkawinan, para ulama berbeda pendapat, hal ini 
dikarenakan perbedaan dalam pemahaman terhadap teks nas Al-Qur’an maupun 
Hadis, serta pemahaman secara kontekstual baik secara sudut pandang budaya, 
kultural, kesehatan, psikologis dan lainnya. 
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 Golongan Ulama Salafi mensyaratkan bahwa seseorang yang hendak menikah 
haruslah telah balig. Indikator bahwa seseorang itu telah balig adalah adanya 
kematangan fisik, dimana bagi wanita ditandai dengan datangnya haid dan bagi laki-
laki ditandai dengan dialaminya mimpi basah. Meskipun ulama salafi menetapkan 
batasan kedewasaan seseorang berdasarkan umur, tetapi orang tua/wali diberi hak 
untuk menikahkan anaknya yang belum balig tanpa persetujuannya (Hak Ijbar). 
Sedangkan Ulama kontemporer dalam memahami nash-nash yang berkaitan dengan 
masalah batasan umur/kedewasaan dipahami secara kontekstual, sehingga muncul 
berbagai pemahaman yang dipahami dari berbagai aspek, seperti aspek budaya, aspek 
kesehatan dan aspek psikologis.  Ulama kontemporer menyatakan bahwa ulama 
salafi/tradisional dalam memahami nash Alqur’an dan Hadis tentang pernikahan Nabi 
dengan Aisyah waktu berumur 6 tahun dipahami secara tekstual. Oleh karena itu 
kelompok tradisional membolehkan terjadinya perkawinan dibawah umur dengan 
pemahaman yang kaku. Padahal hadits tersebut dapat dipahami kebolehan secara 
khusus (lex spesialis) bukan kebolehan secara umum (lex gneralis).
33
 
 Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang bulūg al–nikāḥ (batasan sampai 
waktu menikah) sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 6. Ada 
pendapat yang menyatakan bahwa ukuran sampainya waktu menikah itu ditandai 
dengan kematangan fisik dan ada juga yang meyatakan kematangan secara kejiwaan. 
Karena sesorang yang dinyatakan sudah matang secara fisik belum tentu matang 
secara kejiwaaan. 
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 Rasyid Ridha berpendapat bahwa bulūg al-nikāū diartikan bahwa sampainya 
seseorang untuk menikah itu, sampai dia bermimpi sebagai tanda dia telah baligh, 
dimana dia telah taklif dengan hukumhukum agama, baik yang ibadah, muamalah 
ataupun hudud. Oleh karena itu makna rusyd dimaknai dengan kemampuan seseorang 
untuk melakukan perbuatan yang akan mendatangkan suatu kebaikan dan terhindar 
dari keburukan. Ini menjadi bukti bahwa akalnya telah sempurna.
34
 
 Imam Ibnu Katsir berpendapat dalam tafsirnya, bahwa bulūg al-nikāḥ 
diartikan dengan cukup umur atau cerdas, sedangkan yang di maksud dengan balig 
adalah ditandai dengan adanya mimpi yang menyebabkan keluarnya air yang 
memancar, dan dengan air itu menjadi anak. Ia berpendapat bahwa batasan waktu 
seseorang untuk menikah tidak terbatas pada baligh saja, tetapi ditentukan pada umur 
atau kecerdasan juga.
35
 
 Pendapat Ibnu katsir ini sependapat dengan Rasyid ridha, bahwa batasan 
waktu seseorang untuk menikah ditekankan pada rusyd yaitu umur dan kecerdasan, 
yang ditandai dengan ciri-ciri fisik seperti bermimpi dan menstruasi.  Dalam 
Tafsir al Azhar, Hamka menyatakan bahwa bulūg al-nikāh ditafsirkan dengan arti 
dewasa, di mana kedewasaan tidak tergantung pada umur tetapi pada kecerdasan atau 
kecerdasan pikiran. Karena ada anak yang menurut umur belum dewasa tetapi secara 
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akal dia cerdas/cerdik, dan adapula yang orang yang sudah dewasa secara usia tetapi 
pemikirannya belum dewasa (matang).
36
 
 Dari beberapa pendapat tersebut terlihat perbedaan diantara para ulama. 
Rasyid Ridha dan Hamka menetapkan kedewasaan untuk menikah pada segi mental 
yaitu dilihat dari sikap dan tingkah lakunya, sedangkan Ibnu Katsir menetapkan 
kedewasaan itu pada lahiriyah dan dia telah mukallaf. Ulama kontemporer melihat, 
bahwa sampainya waktu untuk menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata 
(baligh) akan tetapi lebih menekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa (rusyd). 
Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik saja, tetapi 
juga perlu kematangan psikologis, social, agama dan intelektual. 
2. Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang 
 Batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan dapat dimasukan ke dalam 
syarat yang harus dipenuhi mempelai sebagai bagian dari rukun nikah. Islam tidak 
pernah memberikan batasan secara definitive kepada usia menikah, kecuali jika 
dikaitkan antara pembagian fase perkembangan manusia dari segi tingkat kemampuan 
menerima dan melaksanakan hukum (ahliyyah al-wujub wa al-ada’).37 
 Di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan disebutkan bahwa kedewasaan seorang anak adalah jika laki-laki 
berumur 21 tahun dan perempuan berumur 18 tahun. Di dalam pasal 7 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa: 
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“Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 
telah mencapai umur 16 tahun. Artinya, undang-undang ini membolehkan anak 
yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan.”38 
 
 Di sisi lain, undang-undang terlihat mengakui pelanggaran terhadap ketentuan 
batas umur dan kematangan calon untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini 
diakomodir dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, bahwa pengadilan ataupun 
pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun 
perempuan dapat memberikan dispensasi kepada anak di bawah umur untuk 
melangsungkan perkawinan. Ketidakkonsistenan UU No. 1 tahun 1974 tentang batas 
umur perkawinan dapat dimaknai sebagai akomodisasi perkawinan di bawah umur. 
Apalagi di dalam pasal 7 UU tersebut maupun dalam penjelasannya tidak disebutkan 
alasan yang dapat dijadikan dasar diberikan dispensasi, sehingga setiap orang dapat 
dengan mudah memperolehnya.
39
 
 Ketetapan undang-undang sangat longgar, padahal jika ditinjau dari berbagai 
aspek, banyak kemudharatan yang ditimbulkan akibat perkawinan anak di bawah 
umur, terutama bagi perempuan. 
 Di dalam Bab I pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan tentang definisi dan 
tujuan perkawinan yaitu : 
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”40 
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 Banyak faktor yang harus diperhatikan untuk dapat terwujudnya keluarga 
yang bahagia dan kekal tersebut, antara lain adalah kesiapan dan kematangan calon 
suami maupun istri untuk berumah tangga. Kesiapan dan kemantangan ini mencakup 
fisik, mental, dan material. Sehubungan dengan hal tersebut, Undang- Undang Nomor 
1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia telah merumuskan prinsip-prinsip 
perkawinan, diantaranya adalah calon suami dan calon istri haruslah telah “masak 
jiwa raganya” untuk dapat melangsungkan perkawinan agar 
dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berpikir pada perceraian dan 
mendapat keturunan yang baik dan sehat.
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 Sejalan dengan prinsip perkawinan tersebut, pasal 7 ayat (1) undang-undang 
ini menyebutkan bahwa:
 
 
“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun 
(Sembilan belas tahun) dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) 
tahun. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan di dalam Kompilasi Hukum 
Islam pasal 15 ayat (1).
 42
 
 
 Didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga 
perkawinan. Untuk itulah harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan 
calon istri yang masih dibawah umur.
43
 
 Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini 
tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua 
belah pihak benar benar siap dan matang dari segi fisik, psikis, dan mental untuk 
melangsungkan perkawinan. Kedewasaan seorang anak menurut undang-undang ini 
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 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 
28. 
 42 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992) 
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37 
 
` 
jika laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan berumur 18 tahun. Artinya, undang-
undang ini membolehkan anak yang belum dewasa (berumur dibawah 21 tahun bagi 
laki-laki dan dibawah 18 tahun bagi perempuan) untuk melangsungkan perkawinan. 
 Di sisi lain, undang-undang terlihat mengakui pelanggaran terhadap ketentuan 
batas umur dan kematangan calon untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini 
diakomodir dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, bahwa pengadilan ataupun 
pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun 
perempuan dapat memberikan dispensasi kepada anak di bawah umur untuk 
melangsungkan perkawinan.
44
 
 Ketidakkonsistenan UU No. 1 tahun 1974 tentang batas umur perkawinan 
sangat memicu terjadinya perkawinan di bawah umur. Apalagi di dalam pasal 7 UU 
tersebut maupun dalam penjelasannya tidak disebutkan suatu alasan yang dapat 
dijadikan dasar dapatnya diberikan dispensasi, sehingga setiap orang dapat dengan 
mudah memperoleh dispensasi tersebut.
45
 
 Dengan demikian, ketetapan undang-undang tersebut menjadi sangat bersifat 
longgar dan tidak terlalu mengikat, karena perkawinan dibawah batas usia minimal 
tersebut dapat disahkan oleh undangundang. Selanjutnya, undang-undang 
menyebutkan bahwa jika seorang anak belum mencapai usia 21 tahun untuk 
melangsungkan perkawinan ia harus mendapat izin dari kedua orang tuanya (pasal 6 
ayat 2). Dalam hal salah seorang dari orang tua telah meninggal dunia atau tidak 
mampu menyatakan pendapatnya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang 
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 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: 
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` 
mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3). Apabila izin tidak didapat dari 
pihak orang tua, Pengadilan dapat memberikan izin berdasarkan atas permintaan 
orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan.
46
 
 Ketentuan terakhir ini, juga terlihat cukup longgar dan sangat berpotensi untuk 
diabaikan, karena jika orang tua tidak dapat memberikan izin, pengadilan pun dapat 
menggantikan peran mereka. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan metode studi kasus.
1
 Penelitian ini menginterpretasikan atau 
menterjemahkan dengan bahasa penelitian tentang hasil penelitian yang diperoleh 
dari informan di lapangan sebagai wacana untuk mendapatkan penjelasan tentang 
kondisi yang ada hubungannya dengan variabel-variabel dan selanjutnya akan 
dihasilkan deskripsi tentang objek penelitian. 
 Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha mendeskripsikan atau 
menganalisis tentang bagaimana pandangan masyarakat Desa Kampiri dan Staf KUA 
Kecamatan Pammana tentang efektivitas regulasi batas usia nikah dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat perkawinan. 
 Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu 
gambaran yang utuh tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan penulis 
ingin memperoleh pemahaman dibalik fenomena yang berhasil didapat oleh penulis.  
2. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kampiri dan Kantor KUA Kecamatan 
Pammana. Lokasi ini dipilih oleh penulis karena didasarkan pada pertimbangan 
bahwa tempat tersebut memiliki kaitan dan tujuan yang tepat bagi peneliti. 
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 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Bima 
Aksara, 1986), h. 198 
40 
 
B. Pendekatan Penelitian 
1. Pendekatan Yuridis 
 Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah 
teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan 
yang berhubungan dengan dengan penelitian ini.  
2. Pendekatan Normatif 
 Pendekatan normatif  adalah pendekatan penelitian hukum yang bertujuan 
untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan 
dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Pendekatan ini lebih condong 
kepada pendekatan hukum-hukum suatu agama, hukum Islam pada khususnya yang 
berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadits. 
3. Pendekatan Sosiologis 
 Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan 
terjun atau bersentuhan langsung dengan individu atau kelompok untuk menemukan 
fakta sosial yang beredar di masyarakat. 
C. Sumber Data 
a. Data Primer 
 Merupakan pengumpulan data yang secara langsung pada lokasi penelitian 
atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh. Data primer merupakan informasi 
yang diperoleh dari responden, yang diperoleh dari Kepala KUA, Penghulu/Penyuluh 
KUA Kecamatan Pammana, Imam Desa/Imam Dusun, dan pandangan tokoh 
masyarakat, serta orang yang telah melakukan nikah dibawah umur melalui sebuah 
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wawancara yang dilakukan secara langsung serta observasi langsung yang ditemukan 
penulis di lapangan. 
b. Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai 
sumber unuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah 
jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai informasi 
yang dikeluarkan berbagai instansi, perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian 
lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. 
D. Metode Pengumpulan Data 
 Dalam pengumpulan data, jenis data yang dikumpulkan yaitu data kualitatif. 
Data yang dikumpulkan bersumber dari data primer yang didapatkan setelah 
penelitian serta data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini beberapa sumber 
referensi (buku-buku dan lain sebagainya yang relevan). 
 Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan taktik: 
 1. Library research (studi kepustakaan) 
 Library research (studi kepustakaan) yakni penelitian ini dengan melakukan 
penelitian kepustakaan yaitu menggunakan dan mengutip buku dan pembahasan yang 
sesuai dengan penulisan ini. Dalam melakukan kutipan atau menggunakan metode 
ini, penulis menggunaan dua jenis kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan 
langsung adalah dengan memindahkan seluruh atau sebagian pembahasan yang sesuai 
dengan penulisan tanpa mengubah redaksi kalimat. Sedangkan kutipan tidak langsung 
dengan menggunakan redaksi kalimat yang berbeda tetapi memiliki substansi yang 
sama. 
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 2. Field Research 
  Field research adalah penelitian lapangan yang bertujuan langsung 
melakukan kontak dengan objek penelitian. Mencari informasi langsung melalui 
objek penelitian. Beberapa teknik field research antara lain: 
1. Observasi 
 Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan 
jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna 
mendapatkan data yang lebih jelas.
2
 Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan 
data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam 
pelaksanaan observasi ini penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar 
observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di 
lapangan melalui observasi ini dapat langsung dicatat. 
2. Wawancara (Interview) 
Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan informasi dengan 
bertanya jawab secara langsung dengan responden yang bersangkutan secara terbuka 
berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yang telah dipersiapkan sebelum turun ke 
lapangan sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.
3
 
3. Dokumentasi 
 Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti rekaman, 
kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan 
dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. 
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E. Istrumen Penelitian 
 Tolak ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrument yang 
digunakan. Penelitian sebagai humant instrumen berfungsi untuk menetapkan fokus 
penelitian, guna untuk melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 
menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan nantinya. Agar validitas hasil 
penelitian bisa bergantung pada kualitas instrument pengumpulan data. 
 Ada beberapa jenis instrument yang digunakan penulis, yaitu: 
a. Panduan Observasi, adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman 
pengumpulan data pada proses penelitian. 
b. Pedoman wawancara, adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang 
dipakai dalam mengumuplkan data. 
c. Data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau 
arsip-arsip, serta foto-foto pada saat penelitian sedang berlangsung. 
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
 Untuk menganalisis data yang terkumpul guna memperoleh kesimpulan yang 
valid, maka digunakan teknik analisis data dengan metode kualitatif. 
 Adapun teknis dan interpretasi data yang digunakan yaitu: 
1. Reduksi data (seleksi data), yang prosesnya dilakukan sepanjang penelitian 
berlangsung dan penulisan laporan. Penulis mengolah data dengan bertolak dari teori 
untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan 
maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif 
dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. 
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2. Sajian data, dengan berusaha menampilkan data yang dikumpulkan. Dalam 
penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan 
penelitian dengan memaparkannya secara umum kemudian menjelaskannya secara 
spesifik. 
3. Penarikan kesimpulan, dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dan 
memverifikasinya. Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah 
penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih merupakan 
kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam 
pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di 
lapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali 
dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.
4
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BAB IV 
ANALISIS EFEKTIVITAS REGULASI BATAS USIA NIKAH DI KUA 
KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO 
 
A. Gambaran Umum Kecamatan Pammana 
 1. Sejarah Kecamatan Pammana 
 Pammana adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, 
Indonesia.Ibukota kecamatan ini berada di Kelurahan Cina yaitu 
Maroanging.1Pammana berasal dari kata Pa’manaa/Pammanareng yang berarti 
warisan.Kerajaan Pammana merupakan kerajan tertua yang ada di Kabupaten 
Wajo.Pembentukan kerajaan-kerajaan dahulu tidak dilakukan oleh orang-orang dari 
luar yang berhasil menanam kekuasaan, tetapi dilakukan dengan sadar dari 
dalam.Asal mula Kerajaan Pammanasebelum menjadi Kerajaan Pammana di kenal 
dengan nama Kerajaan Cina.
2
 
 Menurut Ketua Adat Pammana, Andi Kadir menyebutkan bahwa sebelum 
pergantian nama Kerajaan Cina beralih menjadi Kerajaan Pammana, masih banyak 
kisah cerita awal terbentuknya kerajaan itu. Mulai dari proses Kedatuan Cina pertama 
hingga sekarang ini ceritanya perlu dilestarikan. Cerita sejarah menyebutkan bahwa 
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di daerah Kedatuan Cina, Raja pertamanya dikenal Lasattung Pogi punya 
Langkanang di Gunung Latimojong dan diistilah Mallangkanae di Latimojong.
3
 
 Pada saat itu, Lasattung Pogi turun berlayar dan melihat daratan, dan 
didaratan itu dirinya berinisiatif untuk tinggal dan membangun sebuah kerajaan 
Cina.Setelah diangkat menjadi Raja Cina beliau memperistrikan We Tenriabeng 
saudara Datu Sengngeng. Dari hasil pernikahannya itu, lahirlah anaknya yang diberi 
nama Wecudai Daeng Risompa. Inilah anaknya dipinang oleh Sawerigading Opunna 
Ware dari Kerajaan Luwu, perkawinannya itupun melalui proses panjang. Kerajaan 
Cina pertama juga pada masa itu mengalami tiga kali pergantian raja, ketiga rajanya 
itu yakni, Lasattung Pogi, Wecudai Daeng Risompa, Lagaligo, dan Raja Lagaligo 
merupakan raja terakhir masa Lagaligo Pada proses kedua, Kedatuan Cina ada istilah 
Manurung. Manurung pertama adalah Simpurusiang dan itu menjadi Datu Cina 
pertama pada masa Lontara.Pada masa Lontara tercatat 21 pergantian Datu atau Raja 
yang memimpin.Setelah kekuasaan ke 21 raja pada masa Lontara berakhir. 
Pergantian Kerajaan Cina menjadi Kerajaan Pammana terjadi pada sekitar abad ke 15 
M dan Kerajaan Cina di pimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana bernama Aji 
Sangaji Pammana.Aji Sangaji Pammana tidak mempunyai keturunan sedangkan 
beliau sangat di junjung tinggi oleh rakyatnya. Oleh karena itu, pada waktu 
mendekati ajalnya tuan kita raja di Cina mengumpulkan orang-orang Cina dan 
dipesannya sebagai berikut: “Yang kupesankan kepada kalian orang-orang Cina, 
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.bahwa aku telah mendekati ajal.Jikalau aku mati esok atau lusa, namakulah yang 
kalian gelari negeri kita.Sernogaialah aku ambil sebagai penyambung jiwa setelah 
aku berlalu”.4 
 Maka pada saat itu pula Cina di ganti menjadi Kerajaan Pammana di ambil 
dari nama belakang sang raja yaitu Aji Sangaji Pammana. kemudian rakyat meminta 
supaya Sang Raja memilih pengganti sendiri karna tidak adanya putra mahkota, maka 
raja meminta sepeninggalnya nanti ada Empat keponakannya yang layak 
menggantikan kedudukannya sebagai raja. Akhirnya terpilih We Tenrilallo Arung Liu 
menjadi raja pertama bergelar Datu Pammana. 
 Lontara’ Sukku‟na Wajo (LSW), Lontara' kepunyaan Haji Andi' 
Sumange'rukka,bekas Datu Pattojo (LWHAS) dan Lontara' Wajo' kepunyaan 
HajiAndi' Mallanti' (LWHAM) mengakui bahwa sebelum Pammana ditaklukkan, 
maka Wajolah yang mencontohi adat Pammana, karena Pammana dahulu pernah 
mengenal masa gemilang. M.Noer pernah menceritakan bahwa dahulu Pammana 
merupakan pusat pelajaran bàhasa Bugis dan adat istiadat Bugis, di mana setiap tahun 
orangorang Bugis dari berbagai daerah berguru. Andi Pangerang Opu To Sinale‟le‟ 
pernah mengungkapkan, bahwa sekalipun orang Pammana bersarung karoro', ia 
masih lebih mulia dari pada orang lain yang bersarung sutera.
5
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 Penghargaan kepada Pammana yang dahulu bernama Cina itu mungkin ada 
hubungannya dengan kepercayaan orang-orang Bugis Makassar bahwa kerajaan itu 
termasuk yang tertua sesudah Luwu', dan disana pernah.bersemayam Sawerigading, 
raja perkasa dari Luwu yang dipercayai merupakan nenek moyang bangsawan 
Sulawesi Selatan. 
 2. Letak Geografis dan Demografis Kecamatan Pammana 
a. Letak Geografis 
 Kecamatan Pammana terletak pada posisi 3039º-4016º Lintang Selatan dan 
119053º -120027º Bujur Timur, merupakan daerah yang terletak di Kabupaten Wajo, 
Provinsi Sulawesi Selatan.Jarak antara ibukota Kecamatan ke ibukota Kabupaten ± 
15 Km. Adapun batas wilayah Kecamatan Pammana adalah sebagai berikut : 
Sebelah Utara : Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo 
Sebelah Timur : Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo 
Sebelah Selatan : Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone 
Sebelah Barat : Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo 
 Luas wilayah Kecamatan Pammana 14991.25 Ha dengan pembagian luas 
wilayah menurut kelompok ketinggian yaitu:
6
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Tabel I 
Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian 
No Ketinggian Luas (Ha) 
1 100-500 m 22.92 
2 25-100 m 5811.29 
3 7 -25 m 7593.49 
4 Danau 212.80 
5 Rawa 1350.56 
Jumlah 14991.25 Ha 
 
 Berdasarkantabeltersebut dapat diketahui bahwa wilayah daratan di 
Kecamatan Pammana lebih luas dibandingkan dengan wilayah perairannya dengan 
perbedaan luas yaitu 11864.34 Ha. 
 Kecamatan Pammana terdiri dari 2 (dua) kelurahan dan 14 (empat belas) 
desa,dengan satu tambahan desa baru (Desa Tonrong Tengnga) yang baru-baru 
dimekarkan pada tahun 2016, yang merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan 
pelayanan pemerintahan di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Untuk lebih 
spesifiknya dapat dilihat dalam table sebagai berikut: 
Tabel II 
Klasifikasi Administrasi dan Luas Wilayah Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo 
Tahun 2015 
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo 
 
 
 
No 
 
Desa/Kelurahan 
 
 
Administrasi 
 
Luas Wilayah 
(Km²) 
 
Persentasi 
1 Pammana Kelurahan/ 
Swasembada 
14,76 9,11 
2 Cina Kelurahan/ 
Swakarya 
16,63 10,26 
3 Kampiri Desa/ 
Swasembada 
9,59 5,92 
4 Patila Desa/ 
Swasembada 
15,71 10,31 
5 Lapaukke Desa/ 
Swakarya 
12,30 7,59 
6 Lempa Desa/ 
Swakarya 
6,98 4,31 
7 Lagosi Desa/ 
Swasembada 
14,97 9,24 
8 Pallawarukka  Desa/ 
Swakarya 
7,60 4,69 
9 Lampulung  Desa/ 
Swakarya 
7,62 4,70 
10 Tadang Palie  Desa 
Swakarya 
12,71 7,84 
11 Watampanua Desa/ 
Swakarya 
7,86 4,85 
12 Wecudai Desa/ 
Swakarya 
11,32 6,98 
13 Simpursia Desa/ 
Swakarya 
12,46 7,69 
14 Tobatang Desa/ 
Swakarya 
4,60 2,84 
15 Abbanuangnge Desa/ 
Swakarya 
6,00 3,70 
16 Tonrong Tengnga Desa - - 
 
Jumlah 
 
 
 
 
 
162,10 
 
100 
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b. Demografis 
 
 Penduduk adalah orang-orang atau sekelompok manusia yang berada di 
dalamsuatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling 
berinteraksisatu sama lain secara terus menerus. 
 Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat tidak bisa 
hiduptanpa manusia lainnya, ada pun beberapa alasan manusia di sebut makhluk 
sosial, 
karena, yaitu: 
1) Karena manusia tunduk pada peraturan yang berlaku. 
2) Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. 
3) Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain 
4) Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia.
7
 
 Laju pertumbuhan penduduk selama periode 2010-2015 sekitar 2.93% dan 
periode 2014-2015 sekitar 0,45%. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk 
Kecamatan Pammana yaitu 199 Jiwa/Km² dengan presentasi 100%. Artinya dalam 1 
Km²terdapat 199 jiwa yang tinggal di dalamnya, hal ini menunjukkan bahwa 
penduduk Kecamatan Pammana tidak terlalu padat dan tidak terlalu jarang.Untuk 
lebih spesifiknya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 
 
 
                                                             
 
7
Rangga,Aryadanuraja, Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial, https ://rangga 
adr.wordpress .com/2015/01/02/manusia-sebagai-makhluk-individu-dan-sosial/, (20 April 2017). 
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Tabel III 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk 
Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Tahun 2015 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo 
 
 Berdasarkan data tabel tersebut dapat diketahui jumlah penduduk Kecamatan 
Pammana adalah sebanyak 32.191 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 
 
No 
 
Desa/Kelurahan 
 
Jenis Kelamin Kepadatan 
Penduduk 
Jiwa/Km² 
Presentase 
Penduduk 
Laki-Laki Perempuan 
1 Pammana 1250 1408 180 8,26 
2 Cina 1311 1445 166 8,56 
3 Kampiri 1170 1398 268 7,98 
4 Patila 1314 1372 161 8,34 
5 Lapaukke 728 678 114 4,37 
6 Lempa 1137 1559 415 9,00 
7 Lagosi 949 1308 151 7,01 
8 Pallawarukka  913 986 250 5,90 
9 Lampulung  1204 1331 333 7,87 
10 Tadang Palie  1463 1514 234 9,25 
11 Watampanua 793 850 209 5,10 
12 Wecudai 747 804 137 4,82 
13 Simpursia 981 1145 171 6,60 
14 Tobatang 527 545 233 3,33 
15 Abbanuangnge 576 585 194 3,61 
16 Tonrong Tengnga - - - - 
 
Jumlah 
 
 
15.263 
 
 
16.928 
 
199 
 
100,00 
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15.263 dan penduduk perempuan 16.928 jiwa yang tersebar di 15 Desa/Kelurahan, 
namun belum termasuk dengan jumlah penduduk dari Desa Tonrong Tengnga karena 
merupakan desa baru yang belum tercatatkan jumlah kependudukannya di Badan 
Pusat Statistik. Dari data tersebut Desa Lempa mempunyai jumlah penduduk yang 
paling banyak yaitu 2.896 jiwa dengan rasio jenis kelamin 85,76% dan Desa 
Tobatang mempunyai jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 1.092 jiwa dengan 
rasio jenis kelamin 96,70%. 
 3. Profil KUA Kecamatan Pammana 
 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan 
BAB I 
Pasal 1 
a. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA 
Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada kementerian agama, berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan 
Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor 
Kementrian Agama Kabupaten Kota. 
b. KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan 
c. KUA dipimpin oleh Kepala. 
Pasal 2 
KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan 
masyarakat Islam di wilayah kerjanya. 
 
Pasal 5 
Susunan organisasi KUA Kecamatan terdiri atas 
a. Kepala KUA Kecamatan 
b. Petugas Tata Usaha, dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
8
 
                                                             
 
8
Menteri Agama RI, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, h.3-5. 
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a) Visi dan MisiKUA Kecamatan Pammana 
 (1)Visi 
 “Terwujudnya Nilai-Nilai Religi sebagai landasan Moral dan Spritual dalam 
 kehidupan bermasyarakat dilingkungan Kecamatan Pammana”. 
 (2) Misi 
a) Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi nikah dan rujuk. 
b) Meningkatkan kualitas pemahaman dan penegembangan Keluarga 
Sakinah serta sosialisasi produk halal. 
c) Peningkatan kualitas pelayanan ibadah social keagmaan dan 
pengembangan pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Sedekah. 
d) Optimalisasi pensertifikatan tanah wakaf. 
e) Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan. 
f) Peningkatan pembinaan Jamaah Haji. 
g) Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai 
religi dan nilai-nilai luhur budaya daerah. 
b) Tugas Pokok 
Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kantor Kabupaten 
Wajo di Bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan Pammana  
c) Fungsi 
1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi 
55 
 
2. Menyelenggarakan surat menyurat, dokumentasi, kearsipan dan rumah tangga 
KUA 
3. Menyelenggarakan pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah social, 
pangan halal, hisab ru’yat, zakat, wakaf, ibadah haji dan kesejahteraan 
keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Umroh 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
4. Mengatur pola kerja para penghulu yang berada dilingkungan wilayah 
kerjanya 
d) Periode Kepemimpinan 
 Untuk lebih spesifiknya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 
Tabel IV 
 
Periode Kepemimpinan Qadhi/Kepala KUA Kecamatan Pammana 
 
 
No 
 
 
Nama 
 
Periode Jabatan 
 
Masa 
Jabatan 
 
Ket. 
1 TOPARELU 1862 – 1866 5 TAHUN QADHI 
2 LA JAMADI 1867 – 1869 3 TAHUN - 
3 DAENG MATTUPPU 1870 – 1874 3 TAHUN - 
4 H.WAKKANG 1875 – 1881 7 TAHUN - 
5 H.AKHMAD 1882 – 1885 1 TAHUN - 
6 H.ZAINAL ABIDIN 1886 - 1888  3 TAHUN - 
7 H.MUHAMMAD KASIM 1889 – MARET 
1990 
10 TAHUN 
2 BULAN 
- 
8 H.PABANG APRIL 1990 – 
SEPTEMBER 1990 
6 BULAN - 
9 H.MUHAMMAD ALI OKTOBER 1990 – 
DESEMBER 1990 
3 BULAN - 
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10 H.YUSUF 1901 – 1902 2 TAHUN - 
11 H.MUHAMMAD NUR 1903 – 1904 2 TAHUN - 
12 LAMASSUWANNA 
DANEG MATEKKO 
1905 – 1906 2 TAHUN - 
13 H.MUHAMMAD NUR 1907 – 1924 18 TAHUN - 
14 LAMASSUWANNA 
DANEG MATEKKO 
1925 – 1926 2 TAHUN - 
15 H.ANDI COWE 1927 – 1933 7 TAHUN - 
16 MUHAMMAD TAHIR 1934 – 1937 4 TAHUN - 
17 H.MUHAMMAD ALI (LA 
COKE) 
JANUARI 1938 – 
JUNI 1941 
3 TAHUN 6 
BULAN 
- 
18 H.SYAMSUDDIN JULI 1941 – 
JANUARI 1942  
7 BULAN - 
19 LA BONGA FEBRUARI 1942 – 
DESEMBER 1942 
11 BULAN - 
20 H.MUHAMMAD ALI (LA 
COKE) 
1943 – 1958 15 TAHUN - 
21 H.ABDUL RAHMAN 1959 – 1944 8 TAHUN - 
22 H.ABDUL RAZAK H 1945 – 1967 8 TAHUN KEPALA 
KUA 
23 MARUWEWANG M 1968 – 1990 17 TAHUN - 
24 Drs.H.ABDUL MALIK 
SOLEH 
1968 -1990 17 TAHUN KEPALA 
KUA 
25 H.ABDUL RAHMAN 
UMAR, BA 
1991 – 1992 2 TAHUN WAKIL 
KEPALA
KUA 
26 H.FATHUDDIN MAKKA, 
BA 
1993 – 1997 5 TAHUN KEPALA 
KUA 
27 Drs.H.AMIRUDDIN HT 1998 – 2000 3 TAHUN - 
28 Drs.H.ABDUL MALIK 
SOLEH 
2001 – 2003 3 TAHUN - 
29 Drs.H.BUNYAMIN 2004 – 2009 6 TAHUN - 
30 H.MUHAMMAD 
SUBHAN, S.Ag., M.Pd I 
2010 – 2013 4 TAHUN - 
31 Drs.MUHAMMAD YULI 2014 – SEKARANG 4 TAHUN - 
Sumber Data Diperoleh Dari : 
1. H.Muhammad Ali (Mantan Qadhi KUA Pammana) 
2. Maruwewang (Mantan Kepala Kua Kecamatan Pammana) 
3. Andi Abdul Kadir (Imam Desa Pallawarukka) 
4. Drs.H.Abdul Malik Soleh (Kepala KUA Kecamatan Pammana) Sebagai 
Penginisiatif/Pemrakarsa Untuk Menjadikan Kenangan Sejarah Dimasa Yang 
Akan Datang. 
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Gambar Bagan 1. Struktur Organisasi dan Personalia Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Pammana Kementerian Agama Kabupaten Wajo 
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Tabel V 
Data Pegawai KUA Kecamatan Pammana 
 
 
NO 
 
NAMA/NIP 
 
PANGKAT/ 
GOLONGAN 
 
JABATAN 
PEND. 
TERAKHIR 
 
ALAMAT 
 
1 
Drs. MUH.YULI 
19690105 199603 1 004 
 
PENATA 
TK.I/III.D 
 
KEPALA 
 
S1 
PALAGUNA, DESA 
LEMPA 
 
2 
H. JUMARDIN, S.Ag 
19770218 20091 1 011 
 
PENATAMUDA 
TK.I/III.B 
 
PENYULUH 
 
S1 
LAROMPO, DESA 
KAMPIRI 
 
3 
FATHIYAH, S.S 
19760422 200912 2 007 
 
PENATA MUDA 
TK.I/III.B 
 
PELAKSANA 
 
S1 
MAROANGING, 
KEL.PAMMANA 
 
4 
JUNUSIAH, S.Sos 
19740315 201101 001 
 
PENATA MUDA 
TK.I/III.B 
PELAKSANA  
S1 
MAROANGING, 
KEL. CINA 
5 ISLAMUDDIN, S.HI 
 
 
- 
PENGHULU S1 SENGKANG 
 
6 
ABD. RAHMAN, S.Sos 
 
 
- 
PELAKSANA S1 PALLAWARUKKA, 
DESA KAMPIRI 
 
7 
YUSNIANTI YUNUS, S.HI 
 
 
- 
PELAKSANA S1  
DESA KAMPIRI 
8 KAMARUDDIN KADIR, S.Ag - PENGHULU S1 MAROANGING, 
KEL.PAMMANA 
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B. Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Di KUA Kecamatan Pammana 
Kabupaten Wajo 
 Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU 
Perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan. Selanjutnya 
ketentuan batas usia perkawinan ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan 
keluarga dan rumah tangga perkawinan. Batas usia minimal perkawinan sesuai 
Undang-Undang Perkawinan adalah Perempuan 16 Tahun dan Pria 19 Tahun. Ini 
sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan bahwa calon 
suami istri harus telah masak jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan 
perkawinan secara baik tanpa harus berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan 
yang baik dan sehat.Selain itu masalah perkawinan berkenaan dengan masalah 
kependudukan. Hal ini apabila terlalu rendah usia perkawinan bagi seorang wanita 
akan mengakibatkan tingginya laju pertumbuhan penduduk.
9
 
 Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah tergantung pada diri individu masing-
masing yang akan melakukan pernikahan, akan tetapi ada tujuan yang memang di 
inginkan oleh setiap orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh 
kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin, dan juga menuju kebahagiaan dan 
kesejahteraan dunia akhirat. Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam 
selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga 
sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan 
                                                             
 
9
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), h. 24. 
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dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinahan, agar tercipta 
ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan 
masyarakat. Namun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai 
berikut:  
a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi.  
b. Untuk membentengi akhlak yang luhur.  
c. Mengikuti Sunnah Nabi dan menjalankan perintah Allah.
10
 
 Disamping itu manfaat yang utama dari pernikahan adalah Membangun 
rumah tangga bahagia, damai dan teratur, tidak gampang rusak dan putus, akan tetapi 
terikat dengan kokoh dan kuat, membangun keluarga yang sah, pernikahan dapat 
menyembuhkan penyakit jiwa, menimbulkan gairah kerja dan rasa bertanggung 
jawab, menghubungkan tali silaturahmi dan persaudaraan serta menimbulkan 
keberanian, keuletan dan kesabaran dan lain sebagainya. 
 Berikut ini rincian jumlah perkawinan berdasarkan usia di Kecamatan 
Pammana tahun 2014-2017: 
 
Tabel VI 
Laporan Perkawinan KUA Kecamatan Pammana Berdasarkan Usia Perkawinan 
Tahun 2014-2017 
                                                             
 10Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Cet.II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 
102. 
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Sumber: KUA Kecamatan Pammana 
 
 Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa hampir setiap Desa/Kelurahan 
yang ada di  Kecamatan Pammana masih banyak dijumpai pernikahan di bawah umur 
atau yang tidak sesuai dengan regulasi nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-
Undang. Dari laporan jumlah perkawinan tersebut menggambarkan bahwa 
perkawinan dibawah umur yang paling banyak terjadi adalah di Desa Kampiri dengan 
rincian laki-laki (suami) sebanyak 1 orang, perempuan (istri) sebanyak 10 orang dan 
di Desa Lagosi dengan rincian laki-laki (suami) sebanyak 1 orang dan perempuan 
(istri) sebanyak 10 orang. Sedangkan pernikahan dibawah umur yang paling sedikit 
 
 
NO 
 
 
DESA/KELURAHAN 
 
LAKI-LAKI (SUAMI) 
 
 
PEREMPUAN (ISTRI) 
 
<19 
>19 
s/d 
<25 
>25 
s/d 
<30 
>30 
s/d 
<35 
 
>35 
 
<16 
>17 
s/d 
<20 
>21 
s/d 
<25 
>26 
s/d 
30 
 
>30 
1 PAMMANA 1 26 26 5 15 1 24 19 11 18 
2 CINA 1 32 31 18 18 4 27 27 19 23 
3 KAMPIRI 1 32 25 12 15 10 22 22 16 15 
4 PALLAWARUKKA 0 19 20 8 10 2 23 17 8 7 
5 WATAMPANUA 0 31 19 9 15 6 28 19 3 18 
6 LEMPA 1 22 33 16 28 4 31 15 17 33 
7 LAPAUKKE 0 14 19 8 18 0 13 17 13 16 
8 WECUDAI 2 19 13 7 16 9 15 13 3 17 
9 TOBATANG 0 12 8 5 9 2 8 11 4 19 
10 SIMPURSIA 0 25 21 8 15 5 16 23 9 16 
11 PATILA 0 26 33 9 19 6 26 21 15 19 
12 LAGOSI 1 21 25 11 18 10 24 18 8 16 
13 TADANGPALIE 0 31 23 11 18 5 29 20 11 18 
14 LAMPULUNG 0 44 27 10 17 4 45 27 9 13 
15 ABBANUANGNGE 1 17 12 6 8 3 12 14 6 9 
16 TONRONG TENGNGA 0 10 8 2 2 4 6 6 2 4 
 
JUMLAH 
 
 
8 
 
381 
 
343 
 
145 
 
241 
 
75 
 
349 
 
289 
 
154 
 
251 
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adalah di Desa Lapaukke karena tidak ada sama sekali pernikahanterjadi yang tidak 
sesuai dengan regulasi batas usia nikah. 
 Adapun data statistik dari jumlah pernikahan dibawah umur yang terjadi dari 
tahun ke tahun dapat dilihat  dalam tabel sebagai berikut: 
Tabel VII 
Data Perkawinan di Bawah Umur KUA Kecamatan Pammana Tahun 2014-2017 
 
 
No 
 
 
Jenis Kelamin 
 
Laki-Laki 
 
Perempuan 
 
1 
 
 
Tahun 
 
2014 
 
2015 
 
2016 
 
2017 
 
2014 
 
2015 
 
2016 
 
2017 
 
2 
 
Jumlah Nikah 
Bawah Umur 
 
1 
 
2 
 
2 
 
3 
 
9 
 
14 
 
25 
 
27 
 
Jumlah 
 
 
8 
 
75 
Sumber: KUA Kecamatan Pammana 
 
 Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa angka perkawinan dibawah 
umur mulai dari tahun 2014-2017 selalu mengalami peningkatansetiap tahunnya, 
dengan jumlah 83 orang yang telah melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan 
regulasi aturan usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No.1 tahun 
1974 dengan rincian laki-laki sebanyak 8 orang dan perempuan sebanyak 75 orang. 
Selain itu, dari data tersebut menggambarkan  bahwa pernikahan dibawah umur yang 
terjadi diwilayah KUA Kecamatan Pammana lebih dominan perempuan 
dibandingkan dengan laki-laki. 
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 Adapun efektivitas regulasi batas usia nikah di KUA Kecamatan Pammana 
sudah tergambarkan dalam angka pernikahan dibawah umur yang terjadi pada tahun 
2014-2017 cukup tinggi dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga 
dapat dikatakan bahwa implementasi dari regulasi batas usia nikah dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1997 belum sepenuhnya bisa berjalan dengan baik 
khsususnya diwilayah KUA Kecamatan Pammana. 
 Namun menurut keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Pammana, dari 
keseluruhan pernikahan dibawah umur tersebut telah dicatatkan karena telah 
memenuhi prosedur yang ada, dimana pernikahan itu telah mendapatkan Dispensasi 
Nikah dari pihak Pengadilan Agama Sengkang, yang kemudian dari pihak yang 
mengajukan dispensasi membawa salinan penetapan dispensasi nikah yang telah 
dikeluarkan oleh pihak pengadilan kemudian dijadikan bukti ke KUA untuk 
selanjutnya dijadikan rujukan untuk pengurusan data dan berkas agar bisa 
melangsungkan pernikahan.
11
 
 Adapan untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, harus 
melaluiprosedur, yaitu :
12
 
1. Calon mempelai mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat 
dengan membawa beberapa persyaratan, kemudian karena kurang terpenuhi 
dari salah satu syarat yaitu ketentuan batas umur untuk melakukan 
pernikahan, maka KUA menolaknya. 
                                                             
 11 Drs. Muh. Yuli (48 tahun), Kepala KUA Kecamatan Pammana, Wawancara, di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Pammana, 13 Juli 2017. 
 
12
 Rasyid Raihan, Hukum Acara Peradilan Agama,(Jakarta: CV. Rajawali, 1999), h. 53. 
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2. Sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), 
maka bagi orang tua atau wali calon mempelai yang masih di bawah umur 
berhak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat. 
3. Pengadilan Agama memeriksa kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan 
sudah lengkap, maka Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi. 
4. Setelah permohonan dispensasi diterima, maka Pengadilan Agama memanggil 
para pihak yang berperkara. 
5. Pengadilan Agama menyidangkan perkara yang dihadiri oleh pihakpihak 
yamg bersangkutan, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai 
perempuan, serta orang tua dari kedua calon mempelai. 
6. Setelah menyidangkan perkara, majelis hakim menetapkan keputusan dengan 
suatu penetapan, berupa menolak, atau mengabulkan. 
 Apabila majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi tersebut,maka 
calon mempelai dapat mendaftarkan kembali ke KUA setempat, kemudiandapat 
dilangsungkan suatu pernikahan.Bila Majelis hakim menolak, maka harusmenunggu 
sampai umur mereka boleh untuk melakukan pernikahan. 
 Hasil wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Pammana oleh bapak H. 
Muh. Jumardin, S.Ag mendapatkan hasil bahwa pernikahan dibawah umur di 
Kecamatan Pammana banyak terjadi dari tahun ke tahun dan terus mengalami 
peningkatan, memang banyak orang tua beserta anaknya yang datang kekantor KUA 
untuk meminta dinikahkan dengan umur di bawah 19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun 
bagi perempuan, tetapi KUA menolak untuk menikahkannya dan memberikan solusi 
65 
 
dengan meminta izin ke Pengadilan Agama agar diberikan dispensasi. Namun setelah 
diberi solusi oleh KUA masyarakat tersebut ada juga yang tidak kembali lagi ke 
kantor KUA, sehingga ada indikasi bahwa pernikahan tersebut dinikahkan 
denganpernikahan sirri (pernikahan dibawah tangan).
13
 
 Dalam kasus dispensasi umur perkawinan, pemberian dispensasi umur 
perkawinan dalam kondisi yang mendesak dan sangat dibutuhkan dapat memberikan 
manfaat bagi masyarakat.Sebagaimana penjelasan tentang berbagai faktor yang 
menjadi penyebab diajukannya dispensasi umur perkawinan, maka dapat kita lihat 
bahwa alasan orang tua sebagai pihak pemohon adalah karena kondisi yang sudah 
sangat mendesak.Orang tua sudah tidak bisa mengatasi tingkah laku anak- 
anaknya.Di sinilah peran hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan 
kemudahan dan jalan keluar atas persoalan- persoalan yang dihadapi masyarakat. 
Apabila permohonan dispensasi umur perkawinan tersebut tidak diberikan maka 
dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar. 
 Namun dalam masyarakat masih ada dijumpai perkawinan yang tidak 
dicatatkan oleh KUA, hal ini disebabkan karena pemahaman masyarakat khususnya 
orang tua yang masih belum tahu tentang tata cara/prosedur daripada dispensasi nikah 
itu sendiri. Selain itu, menikah dengan izin pengadilan jarang masyarakat yang 
menggunakannya dengan berbagai alasan, diantaranya: biaya mahal, prosedur yang 
                                                             
 
13
H. Muh. Jumardin, S.Ag (40 tahun), Penyuluh KUA Kecamatan Pammana, Wawancara,  
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, 13 Juli 2017. 
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sulit dan lama, padahal pihak keluarga sudah menanti pernikahansianak dan akan di 
khawatirkan terlalu lama jika harus melalui izin pengadilan terlebih dahulu.
14
 
 Dalam mengeluarkan suatu penetapan hukum seorang KUA haruslah 
memiliki pertimbangan-pertimbanganhukum.Mengenai peristiwanya, didapat melalui 
keterangan para saksi.Setelahmemahami peristiwa duduknya perkara, maka dalam hal 
ini KUA setempat menyusaikandengan peraturan perundang- undang yang mengatur 
tentang perkawinan. Sehingga melaluiadanya penyusaian antara hukum yang berlaku 
terhadap kenyataan yang terjadi makaakan di dapatkan suatu penetapan yang 
memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yangbersangkutan. 
 Sebagai contoh mengenai pertimbangan KUA setempat, kepala KUA 
menyarankan dengan izin ataupunpengabulan permohonan izin perkawinan ke Hakim 
Pengadilan Agama dengan Surat Penolakan kawin dari Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Pammana, Nomor B-445/KUA.21.24.07/Pw.00/10/2016, tanggal 20 
Oktober  2016 oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, pada posita atau duduk perkara 
dalam penetapanNomor : 863/Pdt.P/2016/PA. Skg. Bahwa pernikahan yang sangat 
mendesak untuk dilangsungkankarena anak pemohon. Dengan berbagai alasan yaitu 
karena pemohonan khawatir akanterjadi perbuatan yang dilarang olehketentuan 
hukum Islam apabila tidak dinikahkan. Dalamhal ini boleh dilakukan penyimpangan 
perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimanadi tentukan dalam Undang-
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Undang Perkawinan.Hal ini membuktikan dengan pengakuandari kedua calon 
pengantin dan dikaitkan dengan pengakuan orang tua mempelai, bahwahubungan 
cinta antara mempelai perempuan dengan calon mempelai laki- laki telah terlaludekat 
sehingga tidak dapat dipisahkan lagi. Sehingga yang menjadi pertimbangan 
hakimdalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak dibawah umur 
dalam penetapan izin pengadilan agama: 
1. Karena sudah hamil terlebih dahulu ( hamil di luar nikah ) atau sudah pernah 
melakukanhubungan layaknya suami istri. Menurut penulis memang dalam kasus ini, 
pertimbanganhakim dalam mengabulkan permohonan izin bagi anak di bawah umur 
sangat matang. 
2. Karena kekhawatiran orang tua. Orang tua khawatir terjerumus anaknya dalam 
pergaulanbebas.Pemohon sangat khawatir anaknya melakukan perbuatan yang 
dilarang oleh ketentuanhukum Islam apabila tidak di segera dinikahkan.Oleh karena 
itu hakim mempertimbangkankeputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau 
kepentingan umum dari parapihak. 
3. Karena masalah ekonomi keluarga. Masalah ekonomi orang tua disini sangat luas 
danperlu penulis perjelas bahwa orang tua pihak perempuanlah yang merasa bahwa 
apabilaanaknya menikah dengan laki- laki lain, maka akan sangat membantu 
perekonomian orang tuanya. Dan masalah perekonomian keluarga itu bukan 
merupakan suatu keadaanyang mendesak. Karena yang dimaksud keadaan mendesak 
disni adalah keadaan dimanaapabila tidak segera dinikahkan makan akan 
menimbulkan dampak buruk bagi pihakyang bersangkutan. 
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C. Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah di 
Kecamatan Pammana 
 Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi terhadap 
batas usia minimal perkawinan sehingga tidak berjalan dengan efektif di tengah-
tengah masyarakat khususnya di masyarakat Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo 
sebagai berikut: 
1. Faktor Lingkungan  
 Alasan orang tua segera menikahkan anaknya dalam usia muda adalah untuk 
segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan 
kerabat mempelai perempuan yang mereka inginkan bersama. Keinginan adanya 
ikatan tersebut akan membawa keuntungan-keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu 
dimana mempelai laki-laki setelah menikah tinggal di rumah mertua serta anak laki-
laki tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bantuan tenaga kerja bagi mertuanya.
15
 
 Dimana perkawinan tersebut dilatar belakangi oleh pesan dari orang tua yang 
telah meninggal dunia (orang tua mempelai perempuan atau orang tua mempelai laki-
laki) yang sebelumnya diantara mereka pernah mengadakan perjanjian sebesanan 
agar tali persaudaraan menjadi kuat. Selain itu untuk memelihara kerukunan dan 
kedamaian antar kerabat dan untuk mencegah adanya perkawinan dengan orang lain 
yang tidak disetujui oleh orang tua atau kerabat yang bersangkutan dengan 
dilaksanakannya perkawinan tersebut.  
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2. Faktor Ekonomi  
 Alasan orang tua menikahkan anaknya dalam usia muda dilihat dari faktor 
ekonomi adalah sebagai berikut:  
a. Untuk sekedar memenuhi kebutuhan atau kekurangan pembiayaan hidup orang 
tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita. Sebab menyelenggarakan perkawinan 
anak-anaknya dalam usia muda ini, akan diterima sumbangan-sumbangan berupa 
barang, bahan, ataupun sejumlah uang dari kerabat keluarganya yang dapat 
dipergunakan selanjutnya untuk menutup biaya kebutuhan kehidupan sehari-hari 
untuk beberapa waktu lamanya.  
b. Untuk menjamin kelestarian ataupun perluasan usaha orang tua mempelai laki-laki 
dan orang tua mempelai perempuan sebab dengan diselenggarakannya perkawinan 
anaknya dalam usia muda dimaksudkan agar kelak si anak dari kedua belah pihak itu 
yang sudah menjadi suami istri, dapat menjamin kelestarian serta perkembangan 
usaha dari kedua belah pihak orang tuanya, dimana usaha-usaha tersebut merupakan 
cabang usaha yang saling membutuhkan serta saling melengkapi. Bahkan setelah 
perkawinan usia muda tersebut terjadi, lazimnya langkah-langkah pendekatan sudah 
mulai diambil, sedemikian rupa sehingga kedua cabang usaha tersebut berkembang 
menjadi satu usaha yang lebih besar.  
3. Faktor Sosial  
 Di dalam melangsungkan suatu perkawinan, di sini wanita tidak mengukur 
usia berapa dia dapat melangsungkan pernikahan. Hal ini berdasarkan pada suatu 
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kriteria yaitu apakah dia sudah mencapai tingkat perkembangan fisik 
tertentu.Kenyataan tersebut disebabkan karena hukum adat itu tidak mengenal batas 
yang tajam antara seseorang yang sudah dewasa dan cakap hukum ataupun yang 
belum.Di mana hal tersebut berjalan sedikit demi sedikit menurut kondisi, tempat, 
serta lingkungan sekitarnya. Selain itu gaya pacaran anak muda sekarang juga sudah 
menjadi trend dimana biasanya ketika dua orang pasangan sudah pacaran  lama maka 
dilanjutkanlah ke jenjang yang lebih serius. Namun biasanya juga harus 
mengorbankan pendidikan dari pihak yang menikah dibawah umur. 
 Menurut Rita Amanda, alasan dia ingin melangsungkan pernikahan adalah 
karena sudah berpacaran  lama dan dibuktikan dengan pengakuan orang tua, bahwa 
cinta antara kedua pasangan sudah terlalu dekat sehingga tidak dapat dipisahkan lagi. 
Selain itu, akibat pergaulan bebas karena sudah hamil terlebih dahulu jadi harus 
dilangsungkan pernikahan antara keduanya walaupun salah satunya belum cukup 
minimal umur yang telah ditentukan.
16
 
 Di sini yang dimaksud sudah dewasa adalah mencapai suatu umur tertentu 
sehingga individu yang bersangkutan memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri antara lain : 
a) Sudah mampu untuk menjaga diri.  
b) Cakap untuk mengurus harta benda dan keperluan sendiri.  
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c) Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta 
mempertanggungjawabkan segala-galanya sendiri.
17
 
4. Faktor Agama  
 Agama untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sepanjang zaman. 
Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia juga disertai dengan pedoman agama, 
hal ini untuk menjaga agar manusia tidak hancur ke dalam perbuatan dosa, dan 
disamping itu juga dibekali oleh akal sebagai alat untuk berpikir dan menalar segala 
permasalahan yang dihadapinya, salah satunya aspek yang diatur oleh agama adalah 
lembaga perkawinan. Lembaga perkawinan juga mempunyai andil besar dalam 
pernikahan seseorang.Tugas yang seharusnya dilakukan adalah menikahkan anak- 
anak yang sudah mempunyai kecukupan umur dan mempunyai kesiapan secara 
psikologis serta mempunyai kemampuan secara finansial yang bisa menunjang 
kehidupan rumah tangganya kelak. Ditambah lagi dengan masih adanya pemahaman 
dalam masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan akan tetap sah dilakukan 
sekalipun perkawinan itu tidak tercatatkan di KUA. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
perkawinan yang tidak melibatkan penghulu dari pihak KUA namun melibatkan 
Imam Dusun sebagai wakil dari wali nikah. 
5. Faktor Pendidikan  
 Rendahnya tingkat pendidikan menjadikan para remajatidak mengetahui 
berbagai dampak negatif dari pernikahan anak.Dengan demikian meraka menikah 
tanpa memiliki bekal yang cukup.Tentang dampak bagi kesehatan reproduksi, mereka 
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tentu tidak tahu.Untuk itu perlu sosialisasi dampak negatif ini, karena rata-rata 
mereka hanya lulusan SD dan SMP.Padahal pentingnya untuk memberikan 
pendidikan seks mulai anak berusia dini. Hal ini bertujuan agar anak nantinya setelah 
dewasa mengetahui betul perkembangan reproduksi mereka, bagaimana menjaga 
kesehatan reproduksi mereka, dan kapan atau pada usia berapa mereka sudah bisa 
memantaskan diri untuk siap melakukan hubungan yang sehat.
18
 
6. Faktor Budaya  
 Faktor budaya juga turut mengambil andil yang cukup besar, karena 
kebudayaan ini diturunkan dan sudahmengakar layaknya kepercayaan. Dalam budaya 
setempat mempercayai apabila anak perempuannya tidak segera menikah, itu akan 
memalukan keluarga karena dianggap tidak laku dalam lingkungannya. Atau jika ada 
orang yang secara finansial dianggap sangat mampu dan meminang anak mereka, 
dengan tidak memandang usia atau status pernikahan, kebanyakan orang tua 
menerima pinangan tersebut karena beranggapan masa depan sang anak akan lebih 
cerah, dan tentu saja ia diharapkan bisa mengurangi beban sang orang tua. Tak lepas 
dari hal tersebut, tentu saja banyak dampak yang tidak terpikir oleh mereka 
sebelumnya. 
 Dengan adanya pembatasan usia perkawinan, Fungsi-fungsi pokok keluarga 
diharapkan berjalan dengan baik. Secara sosiologis, Seraden menyebutkan tujuh 
macam fungsi keluarga, antara lain:  
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1. Fungsi Biologis, perkawinan dilakukan untuk memperoleh keturunan yang sah 
baik menurut agama maupun negara;  
2. Fungsi Edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggota 
keluarga dalam aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional;  
3. Fungsi Religius, keluarga merupakan sarana penanaman nilai-nilai agama 
melalui pemahaman dan penyedaran serta praktik dalam kehidupan sehari-hari;  
4. Fungsi Protektif, keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal dan 
eksternal keluarga dan menangkan segala pengaruh negatif yang masuk ke 
dalamnya;  
5. Fungsi Sosialisasi, keluarga merupakan tempat mempersiapkan anak menjadi 
anggota masyarakat yang baik;  
6. Fungsi Rekreatif, keluarga merupakan tempat melepas lelah danmemberikan 
kesejukan dari berbagai aktifitas anggota keluarga;  
7. Fungsi Ekonomis, di dalam keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, 
pembinaan usaha, perencanaan anggaran, dan bagaimana memanfaatkan sumber 
penghasilan dengan baik, mendistribusikannya secara proporsional.
19
 
 
D. Peran KUA dalam mengatasi Permasalahan Efektivitas Batas MinimalUsia 
Perkawinan 
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 Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang 
berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin 
melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu 
sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan 
Undang-Undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila 
melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi 
akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya 
tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah 
sesuatu yang salah dan harus dihindari. Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah 
umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan 
aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. 
Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini 
untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya di 
harapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut 
dan anak-anak bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak. 
 Oleh karena itu langkah penguatan dan pelestarian nilai- nilai perkawinan 
sesuai denganajaran agama, termasuk pencegahan pernikahan dibawah umur perlu 
mendapat perhatianyang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun 
pemerintahan dalam hal iniKantor Urusan Agama ( KUA ). 
 Kantor Urusan Agama ( KUA ) adalah unit kerja terdepan Kementrain Agama 
RI (Kemenag) yang melaksakan tugas pemerintah dibidang agama di wilayah 
kecamatan (KMA No. 517/ 2001 ) dan PMA No. 11/ 2007). Dikatakan sebagai unit 
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kerja terdepan,karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat.Aparat 
KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan 
menyelenggarakanmanajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistik 
serta dokumentasi yangmandiri.Selain itu, harus mampu menjalankan pelayanan di 
bidang pencatatan nikah, karenapelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam 
membina kehidupan keluarga. 
 Hasil wawancara dari penyuluh KUA Kecamatan Pammana, menurutnya  
Dalam bidang konsultasi atau nasehat, KUA melalui BP4 (Badan Penasihat 
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan bagian dari struktur 
keorganisasian KUA (di tingkat kecamatan) bertugas melaksanakan kegiatan edukasi 
dan pelayanan masyarakatkepada pria dan wanita sebelum dan sesudah menikah, 
yang juga bermanfaat bagi upayapencegahan pernikahan dibawah umur.
20
 
 Dalam hal ini, pernikahan dibawah umur diminta oleh MUI agar 
meningkatkan sosialisasitentang UU No. 1 tahun 1997 Tentang Perkawinan untuk 
mencegah terjadinya pernikahandibawah umur yang berakibatkan tidak tercapainya 
tujuan dan hikmah pernikahan, yaknikemaslahatan hidup berumah tangga, 
bermasyarakat dan jaminan keamanan bagi kehamilan,serta terbentuknya keluarga 
sakinah dan memperoleh keturunan. 
 Efektivitas dalam menjalankan tugas tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh 
adanya petugas-petugas yang professional dibidangnya seperti konsultan yang 
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berpengalaman, perencanaanyang terukur dan terarah (matang) dan tingkat 
kepedulian masyarakat terhadap keberadaanKUA, dimana masih di jumpai sebagian 
masyarakat karena kesibukan dengan pekerjaannya,mereka tidak dapat mengikuti 
kegiatan- kegiatan yang diadakan pemerintah. 
 Pemerintah dalam hal ini KUA Kecamatan Pammana sudah berupaya dalam 
mengiplemtasikan regulasi batas usia nikah dan mencegah adanya pernikahan 
dibawah umur dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam 
rangka mengadakan upaya-upayayang dapat memperkecil perceraian dan 
memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan-
kesulitan perkawinan dan kerumahtanggaan secara umum.
21
 
 Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penyuluh dan juga para staf/pegawai 
Kantor Urusan Agama dalam hal ini telah melakukan beberapa usaha: 
1. Melakukan koordinasi kerja dengan setiap Kepala Desa / Kepala Dusun yang ada 
di wilayah kecamatan Pammana dalam rangka mengatasi masalah yang 
disebabkan karena pekerjaan Iman Desa atau Imam Dusun yang dengan sengaja 
menikahkanlaki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas usia nikah yang 
telah ditetapkan, dimana pernikahan itu tanpa dilaporkan kepada Kantor Urusan 
Agama kecamatan Pammana, koordinasi kerjanya adalah Lurah atau Kepala 
Desa dimana pihak yang bersangkutan menikahkan pasangan yang belum cukup 
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umur akan diberi tindakan berupa teguran, pemberian sanksi, pembebasan tugas 
sementara dan sebagainya, sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku. 
2. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat Kecamatan Pammana 
mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan yang sesuai dengan standar 
prosedur dalam hal ini menikah sesuai dengan regulasi batas usia nikah yang 
telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Penyuluhan dan bimbingan ini 
terutama ditunjukan untuk remaja usia sekolah SMP dan SMA yang belum 
menikah dan dilakukan dalam setiap kesempatan seperti dalam acara 
MaulidNabi, Isra Mi’raj, dan hari besar Islam lainnya. Selain itu, penyuluh dan 
semua stekholder dalam ruang lingkup KUA juga rajin melakukan sosialisasi 
dalam acara majelis taklim, ceramah-cermah, serta seminar-seminar yang bekerja 
sama dengan Kecamatan dalam mensosialisasikan tentang regulasi batas usia 
nikah dan dampak-dampak yang ditimbulkan akibat menikah dibawah umur.
22
 
 Melalui kesempatan semacam ini diharapkan bahwa masyarakat akan 
lebihmengetahui dan menyadari betapa pentingnya suatu pernikahan diterbitkan 
aktanikahnya. Kepentingan ini bukan saja menyangkut untuk diri mereka 
sendirimelainkan juga masyarakat secara keseluruhan sehingga secara tidak langsung 
dapatpula menciptakan ketertiban di bidang administrasi perkawinan. 
 
E. Analisis Terhadap Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah di KUA Kecamatan 
PammanaKabupaten Wajo 
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 Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini 
tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua 
belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.Namun, di 
Indonesia khususnya di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo masih sering terjadi 
praktek pernikahan anak di bawahumur.Undang-Undang Perkawinan dari tahun 1974 
juga tidak tegas melarangpraktek itu. Menurut Undang-Undang Perkawinan, seorang 
anak perempuan baruboleh menikah di atas usia 16 tahun, sedangkan seorang anak 
lelaki di atas usia19tahun. Tapi masih adanya dispensasi dari pengadilan bagi anak 
yang kurang cukupumur untuk melakukan pernikahan, sehingga Kantor Urusan 
Agama (KUA) masihsering memberi kelonggaran bagi orang yang mendapatkan 
dispensasi daripengadilan setempat. 
 Kesadaran hukum masyarakat jelas memegang peran yang sangat 
pentingdalam menerapkan ketentuan mengenai masalah regulasi batas minimal usia 
perkawinan. Beberapatahun setelah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan barudiberlakukan, barangkali masalah pernikahan dibawah umur belum 
dianggap pentingoleh sebagian masyarakat. Tetapi dengan semakin majunya zaman 
maka masalahregulasi usia perkawinan ini mulai dianggap penting. Karena hal itu 
banyak memberikan manfaat dan untuk mencegah terjadinya perceraian sehingga 
pernikahan yang dilakukan setiap pasangan dapat dicapai sakinah, mawaddah, dan 
rahmah.
23
 
                                                             
 
23
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 56. 
79 
 
 Dalam kalangan masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan yang baik, 
menganggap bahwa pernikahan dibawah umur adalah hal yang biasa yang terjadi 
ditengah-tengah masyarakat karena pengetahuan mereka yang kurang memadai 
tentang perkawinan ideal untuk melangsungkan pernikahan. 
 Sedangkan menurut salah seorang masyarakat mengatakan bahwa pernikahan 
yang dilakukan dengan tidak sesuai dengan regulasi batas minimal usia pernikahan 
tersebut sangatlah disayangkan karena rata-rata anak yang menikah dibawah umur 
sangat berdampak kepada perceraian, hal itu dikarenakan sifat anak yang masih labil, 
dan belum siap secara mental untuk berkeluarga.
24
 
 Menurut Bapak Imam Dusun Teppobatu saat dilakukan wawancara 
mengatakan bahwa ketika hendak ada orang tua yang datang kepadanya untuk 
meminta dinikahkan anaknya yang masih dibawah umur maka sebagai Imam Dusun 
akan menikahkan anak tersebut jika ada rekomendasi dari KUA. Namun jika tidak 
ada, maka tidak akan dinikahkan untuk melangsungkan pernikahan tersebut karena 
menurutnya akan berdampak dikemudian hari baik untuk dirinya sendiri maupun 
pihak yang terlibat dalam hal ini orang tua dan anaknya. Oleh karena itu, solusi yang 
diberikannya adalah dengan jalan datang langsung di Kantor KUA untuk kemudian 
diproses dan selanjutnya diarahkan ke Pengadilan Agama setempat untuk melakukan 
dispensasi nikah.
25
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Amir Syamsir (37 tahun), Masyarakat Dusun Teppobatu Desa Kampiri, Wawancara, di 
Desa Kampiri Kecamatan Pammana,15 Juli 2017. 
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Muh. Ali (55 tahun), Imam Dusun Teppobatu Desa Kampiri, Wawancara, di Desa Kampiri 
Kecamatan Pammana, , 15 Juli 2017. 
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 Selain itu, sosialisasi mengenai perkawinan harus digalakkan secara aktiflagi 
oleh pemerintah dalam hal ini KUA Kecamatan Pemmana karenakurangnya 
sosialisasi mengenai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan maupun 
aturan-aturan lain yang berhubungan dengan masalahperkawinan akan menimbulkan 
dampak yang panjang apabila tidak dilakukan antisipasi sedini mungkin dan untuk 
menekan angka perceraian yang terjadi karena faktor pernikahan dibawah umur. 
 Sosialisasi mengenai kebaradaan Kantor urusan Agama (KUA) dankinerjanya 
menjadi sangatlah penting untuk dilakukan baik oleh pegawai KUA itusendiri 
maupun oleh para akademisi yang mengetahui mengenai pernikahan bahkanuntuk 
semua elemen masyarakat dan pemerintah, sehingga penyimpangan-
penyimpangandalam bentuk apapun dalam bidang perkawinan dapat 
dihindari.Dengan adanya sosialisasi tersebut dapat meminimalisir perkawinan 
yangtidak memenuhi batas minimal usia nikah yang telah ditatapkan dan agar bisa 
mengetahui prosedur dispensasi nikah ketika hendak melangsungkan perkawinan 
namun belum dapat memenhui syarat usia nikah dan dapat merubah asumsi 
masyarakattentang pernikahan yang dilaksanakan jika sudah terpenuhi syarat dan 
rukun dalam agama maka sudah sah hukumnya walaupun tidak melalui KUA, dan 
asumsi masyarakat terhadap prosedur dispensasi nikah yang menurut mereka mahal, 
dan memerlukan waktu yang lama dalam pengurusannya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Implementasi perkawinan terhadap regulasi batas usia nikah di KUA Kecamatan 
Pammana dapat dikatakan kurang efektif, mengingat bahwa belum 
dilaksanakannya ketentuan batas umur untuk kawin dalam Pasal 7 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh masyarakat secara baik, yaitu dengan 
terbuktinya masih terdapat mempelai yang kawin pada usia yang belum 
mencukupi ketentuan batas umur. Berdasarkan dari hasil laporan tahunan mulai 
dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terdapat 83 orang yang telah 
melakukan perkawianan dari batas miminal usia yang telah ditentukan dengan 
rincian laki-laki sebanyak 8 orang dan perempuan sebanyak 75 orang dengan 
perbandingan dominan perempuan daripada laki-laki. 
2. Faktor penghambat efektivitas regulasi batas usia nikah di KUA Kecamatan 
Pammana antara lain: 
a. Faktor Lingkungan 
b. Faktor Ekonomi 
c. Faktor Sosial 
d. Faktor Agama 
e. Faktor Pendidikan 
f. Faktor Budaya 
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3. Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Pammana dalam 
menaggulangi efektivitas regulasi batas usia nikah adalah sebagai berikut: 
a. Melakukan koordinasi kerja dengan setiap Kepala Desa / Kepala Dusun 
yang ada di wilayah kecamatan Pammana dalam rangka mengatasi masalah 
yang disebabkan karena pekerjaan Iman Desa atau Imam Dusun yang 
dengan sengaja menikahkan laki-laki dan perempuan yang belum mencapai 
batas usia nikah yang telah ditetapkan, dimana pernikahan itu tanpa 
dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Pammana, koordinasi 
kerjanya adalah Lurah atau Kepala Desa dimana pihak yang bersangkutan 
menikahkan pasangan yang belum cukup umur akan diberi tindakan berupa 
teguran, pemberian sanksi, pembebasan tugas sementara dan sebagainya, 
sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku. 
b. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat Kecamatan 
Pammana mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan yang sesuai dengan 
standar prosedur dalam hal ini menikah sesuai dengan regulasi batas usia 
nikah yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Penyuluhan dan 
bimbingan ini terutama ditunjukan untuk remaja usia sekolah SMP dan SMA 
yang belum menikah dan dilakukan dalam setiap kesempatan seperti dalam 
acara Maulid Nabi, Isra Mi’raj, dan hari besar Islam lainnya. Selain itu, 
penyuluh dan semua stekholder dalam ruang lingkup KUA juga rajin 
melakukan sosialisasi dalam acara majelis taklim, ceramah-cermah, serta 
seminar-seminar yang bekerja sama dengan Kecamatan dalam 
82 
 
mensosialisasikan tentang regulasi batas usia nikah dan dampak-dampak 
yang ditimbulkan akibat menikah dibawah umur. 
B.  Implikasi Penelitian 
 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka implikasi 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Sebagai produk hukum Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 atas 
pemberlakuan usia minimal bagi laki-laki dan perempuan perlu dikaji ulang dan 
perlu dilakukan evaluasi, sejauhmana efektivitasnya dalam mengatur masyarakat 
dalam perkawianan dan bagaimana respon masyarakat terhadap Undang-Undang 
tersebut.  
2. Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku 
terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin 
melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih 
dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, diharapkan agar lebih tegas lagi dalam 
menerapkan peraturan dan meningkatkan pengawasannya dalam program 
tersebut, sehingga dapat berjalan sesuai yang diharapkan. 
3. KUA sebagai penyelenggara harus lebih intensif lagi dalam mensosialisasikan 
kepada masyarakat tentang regulasi bats usia nikah yang telah ditetapkan 
Undang-Undang melalui seminar-seminar yang diselenggarakan Kantor Urusan 
Agama dan juga melalui acara-acara yang diselenggarakann Kementerian Agama 
dan juga Instansti yang berada dibawahnya. 
4. Untuk Orang tua dan masyarakat diharapkan dengan upaya tersebut, sadar bahwa 
pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari. 
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Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin 
maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan 
pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di sekitar mereka. Serta 
memberikan pemahaman tentang pentingnya pernikahan yang sesuai dengan 
aturan usia nikah agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
 Kepada Kepala KUA Kecamatan Pammana Kab.Wajo 
1. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap perkawianan dibawah umur (yang 
tidak sesuai dengan UU) di kecamatan Pammana, apakah mengalami 
peningkatan setiap tahunnya atau tidak ? 
2. Berapa jumlah pernikahan yang terjadi dari batas minimal usia nikah yang 
telah ditetapkan oleh Undang-Undang di KUA Kecamatan Pammana? 
3. Apakah regulasi batas usia nikah yang diatur dalam Undang-Undang sudah 
efektif atau tidak pengaplikasiaannya dalam lingkup  wilayah KUA Pammana? 
4. Apa saja faktor yang menjadikan regulasi batas usia nikah itu kurang efektif 
pemberlakuannya? 
5. Apakah pernikahan dibawah umur menjadi salah satu faktor yang dapat 
menyebabkan perceraian? 
6. Faktor-faktor apa saja yang dapat mengakibatkan terjadinya pernikahan 
dibawah umur? 
7. Bagaimana menurut bapak terhadap kepatuhan masyarakat akan aturan batas 
usia nikah yang telah ditentukan oleh Undang-Undang? 
8. Bagaiamana peran KUA sebagai bentuk penanggulangan terhadap masalah ini? 
9. Apa solusi yang ditawarkan KUA dalam mencegah pernikahan dibawah umur 
agar supaya aturan yang telah ada dapat berlaku sebagaimana mestinya? 
10. Apakah menurut bapak Undang-Undang Tentang Perkawinan terhadap regulasi 
batas usia nikah harus direvisi dan dikaji ulang agar mencapai hasil yang lebih 
baik ? 
 
 
 
 
 
 
 
 Kepada Penyuluh dan Penghulu KUA Kecamatan Pammana 
1. Bagaimana prosedur ketika ada yang ingin menikah diluar batas minimal usia 
yang telah ditentukan di KUA? 
2. Bagaimana keterlibatan KUA dalam memproses orang yang telah melakukan 
dispensasi nikah untuk melangsungkan perkawinan? 
3. Bagaimana gambaran implementasi efektivitas regulasi batas usia nikah di 
KUA dari tahun ke tahun? 
4. Berapa rata-rata umur dari orang yang menikah di bawah batas minimal usia 
nikah? 
5. Bagaimana perbandingan laki-laki dan perempuan yang telah melakukan 
pernikahan dibawah batas minimal usia nikah? 
6. Apa alasan setiap orang yang datang di KUA untuk melangsungkan 
perkawianan walaupun belum cukup umur? 
7. Sosialisasi yang seperti apa yang dilakukan untuk menanggulangi masalah 
ini? 
8. Apa strategi KUA untuk mencari solusi terhadap pernikahan dini yang 
semakin banyak terjadi? 
9. Apakah menurut bapak Undang-Undang Tentang Perkawinan terhadap 
regulasi batas usia nikah harus direvisi dan dikaji ulang agar mencapai hasil 
yang lebih baik? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kepada Orang Yang Menikah Dibawah Umur 
1. Berapa usia bapak/ibu? 
2. Apakah anda mengetahui tentang regulasi batas usia nikah? 
3. Sejauh mana pemahaman anda tentang ketentuan umur yang dobolehkan 
untuk menikah menurut undang-undang? 
4. Apa penyebab anda melakukan pernikahan dibawah umur? 
5. Apakah pernikahan anda sudah sesuai dengan presdur yang ditetapkan oleh 
KUA ketika hendak mengajukan pernikahan? 
6. Apakah anda sebelum menikah pernah mendapatkan sosialisasi dari KUA 
tentang regulasi batas usia nikah dalam undang-undang? 
7. Bagaimana pendapat anda tentang aturan batas minimal usia nikah yang 
ditentukan oleh undang-undang? 
 Kepada Tokoh Masyarakat 
1. Apakah anda mengetahui regulasi batas usia nikah yang ditetapkan oleh 
undang-undang? 
2. Bagaimana pendapat anda tentang aturan batas minimal usia nikah? 
3. Apakah anda setuju dengan aturan tersebut? 
4. Apakah aturan tersebut sudah berlaku dengan efektif di masyarakat? 
5. Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi dari KUA tentang aturan batas 
usia minimal untuk menikah? 
6. Apa saja faktor yang menyebabkan terkendalanya aturan tersebut untuk di 
aplikasikan di masyarakat? 
7. Apakah menurut anda regulasi batas usia nikah yang ditetapkan oleh undang-
undang dapat mencegah pernikahan dibawah umur yang marak terjadi? 
8. Apakah menurut anda regulasi batas usia nikah yang ditetapkan oleh undang-
undang dapat mencegah perceraian? 
9. Apakah anda ikut andil membantu KUA dalam mensosialisasikan aturan 
tersebut?  
 10. Apa saran anda kepada orang yang melakukan pernikahan dibawah umur? 
11. Apa saran anda kepada KUA Kecamatan Pammana dalam menjalakan aturan 
yang telah dibuat agar bisa berjalan efektif? 
 Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Foto Bersama dengan Kepala dan Staf KUA Kecamatan Pammana 
  
Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Pammana 
 
Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pammana 
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